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MOTTO

“ DEMI MATAHARI DAN SINARNYA DIPAGI HARL
DEMI BULAN APABILA 1A MENGIRINGT;
DEMI SIANG APABILA 1A MENAMPAKKAN DIRE
DEMI MALAM APABILA IA MENUTUPL
DEMI LANGIT DAN SELURUH BINAANNYA;
DEMI BUMI YANG ADA DIPERMUKAANNYAS
DEMI JIWA DAN SEGALA PENYEMPURNAANNYA;
ALLAH MENGILHAMI SUKMA-SUKMA KEBATKAN DAN SUKMA-
SUKMA KEBURUKAN;
MAKA BERUNTUNGLAN BAGI SIAPA-SIAPA YANG
MENSUCIKANNY A
DAN RUGILAI BAGI SIAPA-SIAPA YANG MENGOTORINYA"

Terjemahan Al-Qur'an S.Asy-Syams ayat 1-10
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Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Perkawinan adalah penyatuan dua keluarga yang sangat sakral dan wajib
dilakukan bagi semua umat beragama Tidak ada satu agamapun yang melarang
seseorang melakukan perkawinan Bahkan Islam memberikan kebebasan kepada
secorang pria untuk benstn lebih dan satu wanita. Selain agama yang
memperbolehkan seorang suami benstri lebih darni satu, Undang-Undang perkawinan
juga menyebutkan bahwa seorang suami boleh beristni lebih dan satu Oleh karena
itulah banyak pnia ingin melakukan poligami

Poligami yang banyak dilakukan oleh prna Indonesia adalah poligami yang
dilakukan dengan cara sirm. Artinya perkawinan pertama mereka adalah sah menurut
agama dan hukum positif tetapi pada perkawinan selanjutnya perkawinan dilakukan
hanya berdasar pada agamanya saja. Mereka hanya berfikir pada egoisme mereka
sendini tanpa memikirkan masa depan yang akan mercka hadapi seperti kedudukan
scorang isti masa dcpan anak-anak mcrcka, pombagian wansan, dan lain
schagainya,

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tentarik untuk membahas persoalan
terschut dengan judul " KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN
POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI MENURUT KOMPILASI
NUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINANT

Masalah yang dibahas dalam skripsi im adalah tentang akibat hukum dar
perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri, status dan kedudukan anak yang
lahir sebelum tenadinya perkawinan simm, dan perbandingan antara hukum Islam
dengan hukum perdata mengenai anak luar kawin,

Tujuan penubisan skripsi i secara umum antara lam, memenubi dan
melengkapt syarat-syarat dan tugas yang diperlukan guna mencapai gelar sarjana
hukum pada fakultas hukum Umversitas Jember, menerapkan dan mengembangkan

X1
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ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dalam perkuliahan dengan
menghubungkan antara teon dan kenyataan yang ada, serta sebaga salah satu media
untuk melatih din mengembangkan dan menganalisa masalah dalam bentuk skripsi
sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan penulisan dimasa-masa vang akan
datang. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penyusun skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,
unituk sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier. Pengumpulan bahan hukum terdin dan studi pustaka dan studi lapangan.
Analisa bahan hukum dan permasalahan dibahas menggunakan analisa deskriptif
kualitatif sclanjutnva ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif,

Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini adalah poligami yang dilakukan
sccara sirri adalah sah menurut agama hanva saja tidak dicatatkan kcpada kantor
pencatat perkawinan. Karena hanya memiliki nasab dengan lbunya saja maka sang
avah hanva dapat memberikan warisannya dengan cara menitipkan kepada Ibu
kandungnyva atau dengan cara hibah Didalam hukum lslam ndak dikena! adanva
pengakuan anak dan pengakuan anak dapat tegadi di Indonesia karena telah diatur
didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Saran-saran yang diberikan oleh penyusun ditujukan pada pihak-pihak vang
terkait guna mendata orang-orang yang melakukan poligami sehingga tidak ada lag
istilah sirmi di negara ini. Perlu dibentuknya suatu lembaga yang mengatur tentang
pewarisani kepada anak vang lahir diluar kawin Serta perlu adanva pelunakan
terhadap sistim pengakuan hak oleh Hukum islam dikarenakan akhir — akhir

banyak sekali anak yang lahir diluar kawin yang membutuhkan pengakuan tersebut,

LAY
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sehingga
banyak sekali kebutuhan vang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusta adalah
memihki keturunan dengan cara mengikatkan laki-laki dan perempuan dalam satu
ikatan perkawinan Lembaga perkawinan merupakan fakior penting scbagai salah
satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia, karena perkawinan itu
sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial.

Aturan perkawinan di Indonesia tidak hanva dipengarubi oleh adat budava
masyarakal setempat, tetapi juga dipengarulu olch ajaran agama Bangsa Indonesia
memiliki ichih dan satu agama, dan pada kesempatan ini akan membahas perkawinan
menurut hukum Islam dan dikaitkan dengan hukum positif vang ada di Indonesia
Jika ditinjau dan segi agama, perkawinan merupakan suatu hal suci dan memiliki
nilai kesakralan vang unggi. Perkawinan atau pernikahan adalah ~akad™ (perikatan)
antara wali wanita calon isti dengan pria calon suami Akad nikah imi hams
diucapkan oleh wali st wanita dengan jelas berupa yab (serah) dan gabul (diterima)
oleh si calon suami vang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi
syarat

Agama [slam memandang perkawinan dan berbagai segi. antara lain ;

1. Dan segi Ibadah

Menurut agama Islam, melangsungkan perkawinan berarmi melaksanakan

sebagian dan ibadah yang berarti pula telah menyempurnakan scbagian dari

agamanva. Alasannya adalah Hadits Nabi Riwayat Ath Thabrani dan Al

Hakim yang terjemahannya berbunyi

“Barang siapa vang flelah dianugrali Allah isin vang saleh, maka
sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanva. Maka bertagwalah
kepada Allah pada bagian yang lain.”

2 Dari segi Hukum :
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Perkawinan itu apabila dilaksanakan menurut yang disyari’atkan dalam agama

Islam merupakan suatu peganjian yang kual. Hal ini didasarkan pada surat

An-Nisaa® avat 21 yang tejemahannya sebagai berikut :

“Bagaimana kamu akan mengambil harta yang telah kamu benkan kepada

bekas istrimu, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan vang

lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dan kamu
janji yang kuat™.
3. Dan segi Sosial

Perkawinan mempunyal tujuan membentuk suatu keluarga vang diliputi rasa

penuh kasih sayang diantara sesama anggota. Keluarga merupakan it dan

masyarakat dan masyarakat merupakan bagian dan bangsa. )1 samping itu di

dalam hukum Islam wanita diberikan kedudukan sosial vang tnggi setelah

melangsungkan perkawinan. Hal ini terbukti antara lain, dilarangnya seorang
suami memiliki istri lebith dan empat, ditentukannva hak dan kewajiban
suami-istn di dalam kehidupan rumah tangga.

Ada tiga bentuk perkawinan yang kita kenal dalam kehidupan masvarakat
kua, vaitu monogami, poligami, dan poliandri. Monogami adalah perkawinan amtara
secorang laki-laki dan seorang perempuan, poligami adalabh perkawinan sang
dilakukan seorang laki-lakn dengan lebih dan seorang perempuan, sedangkan
poliandri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wania dengan lebih dan
satu laki-laki, Perkawinan dalam bentuk poligami terkadang justru memmbulkan
problem di masyarakat. Meskipun poligami itu sendin telah dikenal sejak dulu dan
telah diatur dalam Al-qur'an Surat An-Nisaa avat 3, vang tejemahannva schagai
benkut ;

“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak — anak
{perempuan) vatim, maka kawinlah dengan perempuan yang menvenangkan hatumu
dua, tiga, dan empat, Jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja
atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian tw agar kamu tidak melanggar vang
benar.”™
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Dari ayat diatas dapat ditafsitkan bahwa agama Islam memperbolehkan
poligami namun hanya dibatasi sampai dengan empat orang istri dan mempunyai
kemampuan untuk berfaku adil.

Begitu juga halnya dengan hukum nasional kita yaitu Undang-Undang nomor
1 tahun 1974 tentang perkawinan unfuk selanjutnya disebut Undang-Undang
Perkawinan. Pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi ijin
kepada seorang suami untuk benstri lebth dan seorang apabila dikebendaki oleh
pihak-pihak vang bersangkutan, dan didalam pasal 55 Kompilasi Hukum Fslam (KHI)
disebutkan bernstn lebth dan satu orang pada wakin yang bersamaan, terbatas hanya
sampai empal orang isiri.

Meskipun demikian, dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Jis
pasal 56 sampai dengan pasal 58 KHI seria pasal 40 sampai dengan pasal 44.
Peraturan Pemenntah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan. datur juga mengenai svarat diperbolchkannya seorang laki-laki
melakukan poligami vaitu wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama
untuk memperoleh 1j1n dengan svarat sebasai benkut :

1. Isin idak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 1sin.

Istn mendapat cacal badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

s

Istri idak dapat membernikan keturunan.
Adanva persetujuan dari istri atau para istri,

oo W

Adanyva kepastian bahwa suami mampu menjammin keperluan hidup 1stri-
15tn dan anak-anak mereka

6. Adanya kepastian dan jaminan bahwa svami akan bedaku adil terhadap

istri-istri dan anak-anak mereka.

Asas monogami yang ada pada Undang-Undang Perkawinan merupakan asas
monogami terbuka. Maksud dari monogami terbuka adalah tidak hanya tesdapat pada
pasal 3 ayat 1 bahwa suatu perkawinan hanya memperbolchkan seorang pria
mempunyal seorang isini dan seorang perempuan mempunyai seorang suami, tetapi
pada pasal 3 avat 2 Undang-Undang perkawinan tersebul menyebutkan pula bahwa
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pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (hilman hadikusuma, 1990:33-36)

Meskipun ketentuan itu diatur, namun pada prakteknya terjadi penyimpangan
dimasyarakat yang membuktikan bahwa ketentuan yang ada tidak berlaku efektif
Adanya kasus yang terjadi di masyarakat vang bisa kita jadikan contoh, misalnya
poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri dan tak Jarang memmbulkan
kecurigaan yang memicu pertengkaran dan berdampak terjadinya perceraian.
Kejadian yang menimpa seorang istri yang merasa dibohongi dan diperlakukan tidak
adil, bahkan terjadi istri telah mengetahui jika suaminya menikah lagi tapi ia ndak
dapat berbuat apa-apa karena si suami mengancam akan menceraikannya, dan
berdampak pada tekanan batin si istri. Kasus lain yang terjadi adalah poligami vang
dilakukan secara sirmi yaitu perkawinan yang sah menurut agama, namun fidak sah
menurut hukum positif karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan
Agama vang sclanjutnya disebut sebagai KUA, sehingga perempuan vang dintkahi
sebagal istn kedua. ketiga, atau keempat tidak mempunvai kekuatan hukum atas
perkawinan vang dilakukan Terkadang pihak perempuan sebagai istn udak
mengetahul apabila laki-laki vang dinikahinya teryala sudah menikah sebelummva.
Timbul opini yang mengatakan bahwa suatu yang haram dapat memberikan akibat
vang halal, hukum menganggap poligami dan sirri adalah haram sedangkan hubungan
wans-mewaris hanya dilahirkan oleh hubungan vang dihalalkan oleh hukum. Oleh
karena itu penulis mencoba mengkaji fenomena ini dalam karva ilmiah berbentuk
skripsi dengan mengambil judul “KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM
PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR | TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM*.

1.2 Ramusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. maka rumusan
masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut -
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Apakah akibat hukum dari perkawinan poligami vang dilakukan secara sirri
tanpa sepengetahuan istn pertama. .

Bagaimana status dan kedudukan anak yang lahir sebelum terjadinya
perkawinan sirm.

Perbandingan antara Hukum Islam Dengan Hukum Perdata mengenai anak

fuar kawin.

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1

13.2

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki
maka periu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan

penulisan disini dibagi menjadi dua yaitu tjuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum

Tujuan Umum dan penulisan sknipsi ini adalah :

Merupakan tujuan vang bersifat akademis. vaitu memenuhi dan melengkapi
svarat-svarat dan tugas yang diperiukan guna mencapai gelar sarjana hukum
pada fakultas bukum Universitas Jember.

Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum vang diperoleh
dalam perkuliahan dengan menghubungkan antara teori dan kenvataan vang
ada.

Sebagai salah satu media untuk melath din mengembangkan dan
menganalisa masalah dalam bentuk skripsi sechagai landasan  dalam
melaksanakan Kegiatan penulisan dimasa-masa yang akan datang.

Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dani penulisan skripsi ini adalah -

Mengetahui akibat dan perkawinan poligami vang dilakukan secara sim tanpa
sepengetahuan istri pertama.
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b. Mengetahut status dan kedudukan anak apabila anak tersebut lahir sebelum
perkawinan tersebut dilakukan

. Mengetahu perbedasn antara Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai
status anak luar kawin,

1.4 Metode Penulisan

Setiap penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah selalu diperlukan adanya
metode penulisan. Dimana metode ini meropakan suatu prosedur atau rangkaian cara
yang sistematis untuk menggali kebenaran schingga dapat menghasilkan suaty karya
ilmiah (Soemitro,1990:35).

Penggunaan metode sangat diperiukan dalam suatu penelitian agar dapat
diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran itmiah. Dalam skripsi 1m
digunakan metode penelitian berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum,
metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum
1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian i adalah Yuridis
Normatif, yaitu merupakan suatu pendekatan masalah dengan menclaah peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan penelitian di lapangan
terhadap obyek bahasan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait
guna memecahkan penmasalahan (Sumitro1990:106).

1.42 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari sustu penelitian vang dipergunakan
unfuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperolch diharapkan
dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum vang diperoleh terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier.
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1.4.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang tertalis yang merupakan sumber hahan
hukum yang diperoleh dari Undang-Undang vyaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam vang selanjutnya
discbut dengan KHI serta berasal dari landasan syaniah yaitu Al-Qur’an,
1.4.2.2 Sumber Bahan Hukam Seknnder

Disamping menggunakan bahan hukum prmer, penulis Juga menggunakan
bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku dan jumal.
1.4.2.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum teriser adalah bahan hukum vang tidak tertulis vang diperoleh
langsung dan sumbernya berupa wawancara dengan Pak Zein, Selain dari wawancara
bahan hukum ini juga berasal dari situs-situs internet.

1.43 Metode Pengumpulan Babhan Hukum
Bahan hukum dalam penulisan skripsi im dikumpulkan dengan cara ©
1.  Studi Pustaka
Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan bahan hukum untuk
mendapatkan bahan hukum primer dengan mempelajari literatur. menelusuri
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran
Jelas dalam menyusun skripsi ini (Sumitro 1990:98).
2. Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penclitian lapangan untuk
memperoleh bahan hukum vang bersifat sekunder. Bahan hukum ini
diperolch melalui tanya jawab dengan pihak — pihak terkait dan dalam hal ini
diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Zein selaku sumber

informasi.
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.44 Anpalisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif
kualitauf, yaitu memperolch gambaran singkat mengenai permasalahan dari kasus
yang ada dan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah
hukum vang berlaku.

Adapun dalam menank kesimpulan, digunakan metode berpikir secara
deduktif, yaita metode penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pembahasan
yang bersifat umum menuju pembahasan vang bersifat khusus ( Sumitro 1990:98 )
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BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pak Zemn lahir di Surabaya pada tanggal 1 April 1963 Bekenja di PT. Kereta
Api Indonesia Daerah Operasi IX Surabaya (PT.KAI DAQOP 1X) sebagai Kepala Sub
Urusan Keuangan dan Manager dari salah satu kereta yang beroperasi di Surabava

Dina lahir di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 1969 Bekerja sebagai ibu
rumah tangpa.

Susan lahir di Jombang pada tanggal 23 Oktober 1979 Bekerja sebagai
Sekretaris Kepala Bagian PTKAI DAOP X Surabaya, namun kemudian
memutuskan berhenti bekerja karena melakukan kawin sirri dengan P Zen.

Pada tanggal 5 Oktober 1988 di Surabaya, Pak Zein menikahi wanita vaitu
Dina dan mereka dikaruniai seorang putri serta seorang putra. Putri mereka bermama
Dek Ita lahir pada tanggal 13 Apnl 1989 di Rumah Sakit IB] Surabava dan saat ini
sedang mengenyam pendidikan di Universitas Wijava Kusuma Surabava. Kemudian
anak kedua mereka bernama Dek Beni lahir tanggal 20 Mei 1991 di RS IBI Surabava
dan sekarang mengenvam pendidikan di SMA Trimurt Surabava

Pertemuan Pak Zein dan Susan terjadi karema keduanya bekena dan
menempatt ruangan vang sama di PT. KAL Keadaan tersebut tidak menutup
kemungkinan untuk keduanya menjalin hubungan dekat Hasil dari jalinan hubungan
dekat itu, akhirnya pada 15 Januari 1999 di RS 1B} Surabaya lahirlah seorang putri,
Setelah kelahiran anak pertama, Pak Zein dan Susan baru memutuskan  untuk
menikah di bulan Juli 2000, Pernikahan tersehut dilangsungkan di tiga tempat.
sebagai cara untuk menyamarkan pernikahan tersebut dari keluarga Pak Zein

I Sekitar pukul 19.00 WIB para tamu menunggu di lobby Hotel Garden

Palace Surabaya.
2. Kemudian sckitar pukul 21.00 WIB para tamu dumjak ke Hotel fhis
Surabaya untuk melakukan akad nikah di salah satu kamar hote! terschut
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dengan dihadiri oleh satu orang yang menikahkan dan dua orang saksi.
yartu:

a. Modin (yang menikahkan) bernama Gus Hajar

b. Saksi I bernama Tukul Suyono

¢. Saksi l! bernama Dr. Bambang Suharsono

3. Melakukan akad nikah, para tamu undangan diajak makan malam sebagai

jamuan resepsi pernikahan di Hotel Elom Surabaya.

Pada tanggal 15 Februari 2002 lahir anak kedua dan pasangan tersebut di
Rumah Sakit Bidan Jati Denpasar Bali. Hal tersebut diluar rencana mereka berdua.
karena di Bali mercka hanya berniat berlibur saja.

Pada tanggal 17 Februan 2002 memutuskan untuk memberitahukan keadaan
ini  pada keluarganva, dan yang pertama kali diberitahu adalah kakak kandung
pertama Pak Zein, selanjutnya Pak Zein memberitahu kepada Ibu kandungnya
Hingga saat ini keluarga Pak Zein menenma hal tersebut dengan tangan terbuka.
Namun sampai saat ini 15t pertama dan anak-anak dan hubungan Pak Zein dan Dina
belum mengeiahw keadaan tersebut karena takut menvakiti hati mereka. Alasan Pak
Zein membuka dint kepada keluarganva karena Pak Zein merasa memitiki anggung
jawab kepada Susan dan anak-anak mercka serta Pak Zein mengakoi bahwa anak
tersebut merupakan darah dagingnya.

Pak Zein hingga sckarang masih mampu membiayai dua orang istrinva dan
empat orang anaknya dengan hasil dart ia bekerja di PT.KAI DAOP IX Surabaya
serta menjadi konsultan pengawas pengelolaan gedung P1. Sumber Sejahtera Lestan
Lombok vang bergerak pada bidang properti Gedung Indo Plaza Stastun Semut
Surabaya

Alasan Pak Zemn melakukan kawin sim dengan Susan adalah -

1. Sebagai aparatur negara tidak diperbolehkan berpoligami.

2. Tidak mgin menyakiti hati 1stri pertama.
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2.2 Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah -
A. AHQur’an

Surat Ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya berbunyi

“Dan diantara tanda-tanda kekvasan-Nva ialah Dia yang menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
lenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.”

Surat An-Nisaa’ ayat 3 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan vang yatim (bilamana kamu mengawininya). maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua. tiga atau empat. Kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. atau
budak-budak vang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.”
B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 277 :

Pengesahan anak, baik dengan menyusulnva perkawinan orangtuanva maupun
dengan surat pengesahan menurut pasal 274, menimbulkan akibat bahwa
terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan Undang-Undang vang sama, seakan-
akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu,

Pasal 280 :

Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terahirah hubungan perdata
antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Pasal 281 :

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta

otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu
pelaksanaan perkawinan

Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta vang dibuat olch
pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam dafiar kelahiran menurut han
penandatanganan. Pengakuan it harus dicantumkan pada margin akea
kelahirannya, bila akta itu ada.
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Bila akia 7iu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang
berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta
kelahirannya.

Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran
iy tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah
diperoleh anak vang diakui itu

C. Undang-Undang Nomor | Tahun 1974
Pasal 1 :
Perkawinan jalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istenn dengan fujuan membentuk keluarga (rumah
langga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.
Pasal 5 :
(1) Ustuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) Undang-undang ini. harus dipenuhi svarat-
svaral sebagai berikut;
a. Adanya persetujuan dan istri/istri-istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami akan berfaku adil terhadap istri dan anak-
anak mereka.
¢. Adanva jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperfukan
bagi scorang suami apabila isterifisteri-isterinva tidak mungkin dimintai
persetyjuannya dan tidak dapal menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila
tidak ada kabar dari isterinya selama sckurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atay
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim
Pengadilan.
Pasal 42 -
Anak yang sah adalah anak vang dilahirkan dalam atay sehagai akibat
perkawinan vang sah.
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Pasal 43 :
(1) Anak yang dilahirkan d&i luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga tbunya.
(2} Kedudukan anak terscbut ayat { 1) selanjutnva akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

D. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 56
(1) Suanu vang hendak benistn lebth dan satu orang harus mendaparkan izin
dari pengadilan agama.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa
izin dan pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukom.
Pasal 100 :
Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan
[bunva atau keluarga Ibunya.

2.3 Landasan teori
2.3.1. Pengertian perkawinan dan syarat-syvarat sahnyva
hdalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir bann antara seorang pna dengan scorang wanila sebagal svami 1sin
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) vang bahagia dan kekal
berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.
Ada beberapa hal vang perlu diperhatikan dari pengertian perkawinan diatas,
vaitu :
|. Digunakan kata “seorang pria dengan sorang wanita”, mengandung arti
bahwa perkawinan itu hanya antara jems kelamin yvang berbeda. Hal mi
menolak perkawinan sejenis yang akhirakhir ini banyak dilegalkan
dibeberapa Nepara barat.
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2. Digunakan ungkapan “sebagai suami istni”, mengandung arti bahwa
perkawinan itu adalah beremunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam
suatu rumah tangga, bukan hanva dalam istilah “hidup bersama”™.

3. Dalam definisi tersebut discbutkan pula tujuan perkawinan, yaitu
membentuk rumah tangga vang bahagia dan kekal. yang menafikan
sekaligpus perkawinan temporal sebagaimana yang beriaku dalam
perkawinan mut ah dan perkawinan tahlil.

4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa menunjukkan
bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah pernistiwa agama dan dilakukan
uniuk memenuhi perintah agama.

Dalam K111, pasal 2 menerangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam
adalah pernikahan, vaitu akad yang sangat kuat atau Miitsaaqon gholiidhan untuk
menaati perintah Allah dan melaksanakannva merupakan ibadah. Dalam pasal 3
Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula tujuan perkawinan vaitu untuk mew ujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah.

Svarat sahnva perkawinan vang harus dipenuhi selain pasal 2 dan Undang-
Undang nomor | tahun 1974 juga hams memenuhi svaral matenil dan syaral
formilnya. Syarat materiil adalah syarat mengenai dini pribadi calon mempelai,
sedangkan svarat formilnya adalah menyangkut tata cara vang harus dipenuhi
sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawman. Adapun syarat materil yang
berlaku untuk semuza perkawinan disebut syarat umum, dan berlaku untuk perkawinan
tertentu disebut svarat khusus.

1. Svarat-syarat materiil yang berlaku umum adalah sebaga benkut -

a. Adanva persetujuan dan kedua calon mempelar

b, Usia mempelai pria minimal 19 tahun. dan mempelal wanita mimimal 16
whun.

c. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali discpakati dispensas:
dari pengadilan.
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d. Waktu tunggu bagi scorang waniia vang pulus perkawinan (masa iddah)
dari kematian adalah 130 han, perceraian 90 hani, dan wanita hamil
adalah sampai 1a melahirkan.

2_ Syarat materiil yang berlaku khusus adalah :

Tidak melanggar larangan perkawinan antara dua orang vang :

a.

1

Berhubungan darah dalam paris keturnuman gans lurus kebawah atau
keatas dan kesamping.

Hubungan semenda.

Hubungan sesusuan.

Hubungan saudara dengan istri atau bibn atau kemenakan istri dalam
hal suami benstn lebih dan satu.

Mempunyai hubungan vang oleh agama dilarang kawin.

Telah bercerai untuk kedua kali sepanjang hukum masing -~ masing
agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

Izin bagi kedua orang tua bagi mereka vang belum dewasa. bila orang
tuanya telah meninggal duma izin dapat diperoleh dari wali vang
memelihara atau keluarganva vang memiliki hubungan darah

3. Syarat formil meliputi

d.

Pembenitahuan hendak akan melangsungkan perkawinan.

Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pelaksanaan perkawinam memumit hukum agama dan kepercayaan
masing-masing.

Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Adapun syaral yang lain adalah sesuatu vang mesti ada dalam suatu
perkawinan, tetapr idak termasuk dalam salah satu bagian dani hakekat perkawinan

i, yaitu

1. Syarat bagi calon suami

a.

Beragama [slam

b. Jelas orangnya dan tertentu
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Bukan banci (laki-laki tulen)

Tidak terkena halangan perkawinan

Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh

Belum mempunyai empat orang istri

2. Syarat bagi calon istri

a.

B 8 &

-

LS

Beragama Islam
Jelas orangnya dan tertentu

Perempuan (bukan banci)

Tidak terkena halangan perkawinan

Dapat dimintai persetujuan

Diluar masa iddah (bagi janda)

Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh

3. Svarat bagi seorang wali

a
b.
C.
d

€.

Beragama Islam

Laki-laki

Mempunyai hak atas perwalian

Tidak terkena halangan menjadi wali
Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh

4. Svarat bagi saksi

a.
b.

T

d.

2 (dua) orang laki-laki

Beragama Islam
Mengerti maksud akad pernikahan
Hadir pada saat ijab qabul berlangsung

Sebelum  dilangsungkannya suatu perkawinan haruslah memenuht  rakun
perkawinan, yaitu

1.
2.

s

Calon mempelai laki-laki.

Calon mempelai perempuan.

Wali dari mempelai perempuan vang akan mengakadkan perkawinan.
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4. Dua orang saksi.
5. Tab yang dilakukan oleh wali dan Qabul yang dilakukan olch suami.

2.3.2. Pengertian poligami dan syarat-syarat poligami
Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini
beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan (W.J.S. Poerwadarminta; 763).
Menurut pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975, bagi suami yang ingin beristri
lebih dari scorang tidak asal diberikan begitu saja haruslah ada alasan yang

memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu :

2

3

Istri idak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Meryuk pada pasal 5 Undang-Undang perkawinan menetapkan syarat-syarat
vang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, vaitu -

I-d

(Y

Harus ada persetujuan istri pertama.

Harus ada kepastian bahwa suami mampi menjamin keperfuan-keperfuan

hidup istri-istri dan anak-anak mercka {material )
Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 1stri-istri dan
anak-anak mereka (immaterial),

Menurut Islam perkawinan poligami vang diajarkan oleh Rasulullah SAW
memiliki makna sebagai berikut:

1.

b2

Rasulullah diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih savang kepada
seluruh alam.

Rasulullah diutus untuk memberi contoh dan keteladanan akhlak vang
mulia kepada seluruh umat manusia.

Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkal martabat kaum
wamia, anak-anak vatim, para budak_ dan kaum tertindas lainnya.
Rasulullah menyuruh umatnva untuk berumah tangga. Bukan hanva untuk
menyalurkan fiirah seksnya melainkan juga untuk membentok keluarga
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vang scjahtera, bahagia, dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat
dimasa depan.

5. Berbagai ayat yang diwahyukan kepada Rasulullah periu dicontohkan dan
diteladankan secara nyata agar menjadi Jelas maknanya. (Agus Mustofa,
2007,225-228)

2.3.3. Pengertian kawin sirri dan syarat-syarat sahnya

Kawin sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan
yang beragama Islam dengan modin atau kyai sebagai pelaksana atau yang
mengukuhkan dan kawin dilaksanakan sekedar memenuhi ketentuan mutlak uatuk
sahnya akad nikah (Yusuf Muhammad 1992:23).

Istilah kawin sirri berasal dari bahasa Arab vatiu “Sirr atau Sirrun” vang
berarti sunyi atau rahasia atau apa yang disembunyikan dalam jiwanya atau dirinya.

Dengan dilaksanakannya rukun dan syarat perkawinan saja. maka sunnah
seyogvanva dilaksanakan sesuai dengan prosesi dalam suat perkawinan vang jclas.
Orang vang mengetahui perkawinan tersebut juga terbatas pada kalangan tenentu
saja, oleh karena itu disebut sunvi atau rahasia atau sirm.

Svarat sahnva atau rukun perkawinan sirri sebenamya sama dengan rukun
perkawinan vang sah menurut hukum, hanya saja didalam perkawinan sirri tidak
periu didaftarkan menurut hukum vang berlaku. Rukun tersebut meliput -

I. Calon mempelai laki-laki.

2. Calon mempelai perempuan.

3. Kedua mempelai sudah dewasa dan berakal

4. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (udak boleh ada

paksaan)

3. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan

6. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon mempelai laki-laki vang

diberikan sefelah resmi menjadi suami istri kepada Istrinya
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- Harus dihadin sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki
Islam merdeka.

. Tanda resmi dan suatu akad nikah seyogyvanya diadakan walimah atau
pesta pernikahan walaupun secara sederhana. (Amir Syarifuddin 2006:61)
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BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum dari Perkawinan Poligami yang Dilakukan Seccara Sirri
Tanpa Sepengetahuan Istri Pertams

Kasus-kasus masalah perkawinan yang kini marak berkembang di masyarakat,

timbul akibat perkawinan sirri. Kasus yang paling mencolok adalah masalah harta

warisan atau harta gono gini Masyarakat memandang tidak pentingnya suatu

perkawinan didaftarkan karena mereka menganggap :

a. Bagi orang-orang yang baru menikah dan fanatik terhadap agama mereka,

scnang melakukan perkawinan sirmi, tanpa menghubungl pegawai pencatat
mkah (KUA) karena :

1.

Lid

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tuhun 1974,

Pasal 2 ayat 1. Pakawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan ilu.

Menghindan birokrasi yang berbelii-belit dan kadang memakan waktu
vang lama mengutus pendafiaran sural-sural nikah dan sebagainva.
Menghindari biaya yang mahal dan kadang-kadang udak terjangkau

oleh mereka,

b. Bagi vang ingin berpoligamm beralasan -

tead

3

Menghindari izin tertulis dari istn pertama yang pada umumnya istri
pertama tidak membernikan 1zin

Menghindari diri dari tanggung jawab istri kedua.

Tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah kepengadilan agama.

PPada dasarnya tanpa adanya izin tertulis dari Kantor Urusan Agama (KUA},

perkawinan sirri juga sah menurut agama, hanya saja perkawinan tersebut tidak

tercalal di KUA dan perkawinan terscbut tidak sah menurut hukum.

Al-Qur'an menjeiaskan didalam surat Ar-Rum ayal 21 vang terjemahannya

berbunyi -
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasth dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dengan adanya surat terscbutl dun di dukung dengan adanya Surat An- Nisaa®
ayal 3 vang lerjemahannya berbunyi.

“Dan jika kamu takul tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empal. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang
kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya..”

Banyak orang imenganggap berpoligami adalah hal yang diperbolehkan oleh
agama, namun ada ayat lain yang menyebutkan bahwa seorang suami tidak akan
berlaku adil techadap istri-istrinya seperti yang terkandung didalam surat An-Nisaa®
avat 129 yang terjemahannya berbunyi :

“Dan kamu sekali-kah tidak akan dapat berlaku adil di antara 1sten-isten(mu),
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu
cenderung (kepada vang kamu cintai), sehingga kKamu biarkan yang lamn terkatung-
katung. Dan jika kamu mengadakan perbaitkan dan memelihara din (dan
kecurangan ), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”™

Fakta hukum vang tertulis diatas menunjukkan bahwa ikatan suami istri antara
Pak Zein, Dina, dan Susan sebenamya saling terikat satu sama lain. Karena Dina dan
Susan sama-sama memiliki status sebagai istri Pak Zein, hanya saja didalam kasus ini
Dina tidak mengetahw adanya perkawinan antara Pak Zein dan Susan.

Poligami yang dilakukan melalui nikah sirm merupakan perkawinan yang sah
mienurul agama, sebab hal ini telah dijelaskan buhwa agama Islam memperbolehkan
poligami tetapi dibatasi hanya empat orang istri saja dan mempunyal kemampuan
untuk berlaku adil. Berdasarkan ketentuan-keteniuan hukum Tslam, suatu perkawinan
dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaral perkawinan Rukun merupakan
unsur pokok atau tiang sebagian hakekat perkawinan, Hukum nasional Indonesia
vaitu Undang-Undang Perkawinan, pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pengadilan

dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dan seorang apabila
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dikehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan dan dalam pasal 55 KHI
disebutkan beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai
empat orang 1stri.

Dampak dan perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri  tanpa
sepengetaiuan istri pertama adalah : (internet:LBH Apik Jakarta, 17 juli 2006)

A, Terhadap istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan

perempuan umumnya, batk secara hukum maupun sosial.

Secara hukum;

- Tidak dianggap sebagai istri sah,

~ Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika 1a meninggal
dunia;

— Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara
hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi:

Secara sosial:

Suiit bersosiaiisasi karena perempuan vang melakukan perkawinan bawah

tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki lanpa tkatan

perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.
B. Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah langan menurut

hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak vang dilahirkan di

mala hukum, yakni:

a Status anak yang dilahirkan diangpap sebagai anak tidak suh.
Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan iby
dan keluarga ibu. Artinya, si anak (idak mempunyai hubungan hukum
terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan,
pasal 100 KHI), Di dalam akie kelahirannyapun statusnya dianggap

sebagal anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang
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melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan
tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam
secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan
hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu
waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak
kandungnya.

Yang jelas merugikan adalah anak yang tidak berhak atas biava
kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

C. Terhadap suami
Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-

laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan.

Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena.

a,

Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang
di bawah tangan dianggap tidak sab dimata hukum

Suami bisa berkelit dan menghindar dan hewajibannya memberikan
nafkah baik kepada istni maupun kepada anak-anaknya.

Tidak dipusingkan dengan pembagian harta pono-gini, warisan dan

lain-lain.

Dampak lain yang dirasakan istri pertama dilihat dari segi psikologis yaitu :

a. Didalam din istri akan muncul perasaan infenor, menyalahkan diri sendir,

istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat ketidakmampuan

dinnya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

b. Selama masa perkawinan, sudah ketergantungan secara ekonomi kepada

suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-

istrinya, tetapi seringkali pula dalam prakieknya suami lebith mementingkan

istri muda dan menelantarkan istti dan anaknya terdahulu, Akibatnya istri

yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan

schari-han,
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c. Seringnya terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-ansk.
Baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis.

d. Budaya perkawinan poligami dikhawatirkan memunculkan praktek
prostitusi makin tinggi. Karena akan memberikan kebebasan kepada laki-
laki untuk berganti-ganti pasangan seksual Hal ini bisa menjadi pemicu
munculnya penyakit menular seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit
virus HIV/AIDS. (Eni Setiati, 2007: 41)

Dampak lain yang dapat memberatkan adalah adanya sanksi pidana bagi siapa-
siapa yang menyembunyikan perkawinan tersebut baik dari para saksi maupun dari
pihak yang menikah (mempelai laki-laki dan perempuan). Hal ini terkandung didalam
pasal 279 KUHP ayat 1 yang berbunyi -

Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun -

1. Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui  bahwa
pernikahan atau pernikahan-pernikahannya vang telah ada menjadi
penghalang yang sah untuk itu.

2. Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa
permkahannya atau pemikahan-pernikahan phak lain  menjadi
penghalang yang sah untuk itu.

Didalam pasal 279 ayat | KUHP dijelaskan bahwa akan dikenakan ancaman
hukuman penjara paling lama lima tahun apabila ada yang menghalang-halangi suatu
perkawinan. Dan  didalam ayat 2 dikatakan bahwa barangsiapa yang
menyembunyikan suatu perkawinan akan dikenakan sanksi pidana paling lama tujuh
tahun.

Sclain mengetahui dampak poligami yang dilakukan secara sirri bag kaum
wanita, adapula manfaat poligami bagi perkembangan jiwa wanita agar dapat
menerima perkawinan poligami. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa poligami
tidak semuanya berkesan negatif, karena ada sisi positif dari praktek ini sebagai
berikut :

a. Melatih sabar

Dengan adanya ujian yang mahaberat ini, istri pertama secara otomatis akan

melatih kesabarannya. Karena hal itu adalah bagian dari ujian Tuhan untuk
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menguji tingkat kesabaran dan kesolehan wanita terschut didalam
menghadap dan mengendalikan amarah, cemburu, dan hal-hal yang lain
yang bergejolak didalam hati.

Melatih ikhlas dalam berbagi kebahagiaan dengan wanita lain

Tentu tidak mudah untuk berbagi kebahagiaan dengan wanita lain, apalagi
terbayang sakitnya hati tatkala harus berbagi kenikmatan cinta suami
dengan wanita lain. Karena tidak ada seorangpun yang rela suaminya
bermesraan dengan wanita lain. Dengan perasaan ikhlas maka akan
mendapatkan pahala dimata Tuhan.

Pasrahkan hati semata-mata karena Tuhan

Dalam menghadapi ujian terberat merelakan suami beristri lagi perlu dicoba
untuk bersikap psrah, taqwa semata-mata ridha merelakan suami berbagi
dengan wanita lain untuk beristri adalah karena Tuhan.

Melatih dup sehat dan bersih

Dengan adanva poligami maka akan menjaga suami dari perbuatan seks
bebas serta akan memudahkan baik suami dan istri untuk saling menjaga
kebersihan dalam berhubungan.

Melatth dirt untuk selalu meningkatkan kualitas

Dengan wmengijinkan suami melakukan perkawinan poligami, akan
membuat setiap istn termotivasi untuk selalu menjaga kualitas diri, bila
kualitas dirinya buruk maka sang suami akan cenderung menghindar dan
cenderung mendekatkan dini ke istri yang lain, Memperbaiki din juga
berarti pahala bagi dinnya.

Melatih untuk tidak memiliki sifat dengki

Berbagi suami bagi istri yang pendengki akan selalu membuatnya makan
hati, depresi, dan mungkin juga tekanan darah tinggi. Dengan adanya sifat
diatas tadi maka akan memperlihatkan fisik si istri tersebut semakin menua
dan kehilangan auranya. Sechingga akan mengakibatkan suami akan
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berpaling ke istrinya yamg lain. Schingga dengan adanya poligami
merupakan lampu kuning bagi para istri agar tidak menjadi  wanita
pendengki, cemburu, dan iri hati. (Eni Setiati, 2007, 42)

Beristri lebih dari satu dalam [slam memang diperbolehkan sebab hal tersebut

didukung oleh pernyataan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa’ ayat 3. Dalam

menafsirkan ayat tersebut kajilah apa manfaat dan mudharatnya beristri lebih dani

satu. Untuk melakukan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana

terkandung dalam lanjutan isi surat An-Nisaa' tersebut. Bagi istri yang hendak

dimadu semestinya mengetahui apa saja hak-hak vang harus diterima dalam

perkawinan poligami tersebut. Hak-hak tersebut meliputi:

2
3
4

@ - o

Adil

Memiliki rumah sendiri

Menyamakan “jatah giliran™ mengunjungi para istri

Suami tidak boleh keluar dari rumah istri vang mendapat giliran menuju
rumah vang lain

Batasan malam pertama setelah pernikahan

Wajib menvamakan nafkah

Lindian ketika hendak berpergian

Tidak wajib menyamakan cinta dan jima® diantara para istri, (Eni Setiati;
2007,54)

Harta yang didapat selama mereka memiliki status telah menikah disebut

sebagai harta bersama. Hal i1 telah tercantum didalam Undang-Undang Perkawinan

pasal 35 junto pasal 36, vaitu :

1.

4

Pasal 35 ayat

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

b. THarta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda vang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah
penguassan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain.

Pasal 36 avat
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a. Mengenai harta bersama suami atau istn dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.

b. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya,

Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam kecuali dengan syirkah

(pendapat pertama). Dalam Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara

suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan

dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap

menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Maka dari itu pula,

wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam

soal apapun, termasuk soal mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan

segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

Pendapat lain mengatakan bahwa ada harta bersama antara suami istri menurut

hukum Islam Bab VII pasal 35 dan 37 tentang harta benda dalam perkawinan, vaitu -

ta

Talak tanpa anak

Pembagian model ini vaitu harta bersama dibagi dua dan harta asal kembali
kepada kekuasaan masing-masing pihak vang mempunvai hubungan darah.
Talak mati tanpa anak

Harta bersama pertamanya dibagi dua dan si perempuan diberi bagian serta
sisanya dilihat apakah yang memnggal mempunyai saudara atau tidak.
Apabila mempunyai saudara maka si perempuan mendapat bagian 1/8
tetapi kalau tidak mempunyai saudara maka si perempuan mendapat bagian
I/4. Mertua tidak mendapat bagian dengan cara harta dibagi dua terlebih
dahulu. Tetapi dibagi antara mertua tersebut dengan saudara si meninggal.
Talak ada anak

Harta bersama dibagi dua, setelah itu masalah pemberian terhadap anak-
anaknya tergantung orang tua masing-masing vaitu bapak dan ibu
Mengenai harta asal kembali kepada kekuasaan masing-masing. Kalau

mempunyai dua istri si anak mwmpunyai hak yang sama dan si istri tetap
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mempunyal bagian 1/8 dengan cara dibagi dua antara istri pertama dan
kedua.

Talak mati ada anak

Cara pembagian harta tidak ada tetapi kalau yang meninggal si Ibu maka
yang bertanggung jawab adalah bapak dan kalau yang meninggal si bapak
maka yang bertanggung jawab adalah si kakek.

Harta yang dimiliki oleh suami istri tersebut apabila mereka telah meninggal
dunia maka harta mereka tersebut akan mutlak jatuh ketangan anak-anak mereka.
Sebagai ahli waris maka anak berhak untuk mengurus dan mempergunakan harta

tersebut. Apabila ada janda (istri lain dari suami tersebut) maka harta tersebut akan

terbagi antara anak dan janda tersebut. Dengan catatan janda tersebut telah diakui

oleh istri pertama.

Menurut pasal 23 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 73 KHI dijetaskan

bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah -

o oo

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
Suami atau istri.

Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
Pejabat yang dinmjuk dan orang vang mempunvai kepentingan hukum
secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah
perkawinan itu putus.

Menurut pasal 71 KHI, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila -

a
b.

C.
d.

c.

f.

Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama
Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi
1stri pria lain yang mafqud

Perempuan yang dikawini temyata masih dalam iddah dan suami lain
Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor | Tahun 1974
Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yanp
tidak berhak

Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Apabila suami akan melakukan permohonan pembatalan perkawinan tidak

harus menggunakan izin dari istri pertama, karena tugas dari istri pertama hanyalah

membenkan 1zin kepada suami apakah diperbolehkan menikah lagi atau tidak,
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Suatu permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan
tersebut dilangsungkan. Hal ini terkandung didalam pasal 74 ayat 1 KHL

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disebut
dengan KUHP dijelaskan didalam pasal 280 bahwa

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu
kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun . apabila kemudian berdasarkan
penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah,

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila salah
satu pihak tidak memberitahukan kepada pihak lainnya yvang kemudian dapat
mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain, maka dapat dikenai sanksi pidana
paling lama lima tahun penjara serta perkawinan tersebut diangeap tidak sah.

Derdasarkan fakta yang terjadi diatas jelas bahwa Pak Zein melakukan
perkawinan yang sah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu
perkawinan simm yang dilakukan oleh Pak zein dan Susan adalah sah menurut hukum
Islam. schingga perkawinan itu tidak dapat dibatalkan, Ilanya saja yang menjadi
persoalan adalah Pak Zein tidak memberitahukan persoalan perkawinan keduanya

dengan Susan kepada Dina karcna Pak Zein merasa akan menyakiti hati Dina.

3.2 Status dan Kedudukan Anak yang Lahir Sebelum Terjadinya Perkawinan
Sirri

Fakta yang terjadi diatas menycbutkan bahwa telah terjadi hubungan vang
mengakibatkan lahimya anak diluar nikah. Dikatakan anak luar nikah karena anak
tersebut lahir sebelum pernikahan lersebut dilangsungkan. Fakta hukum diatas juga
menyebutkan bahwa anak luar mkah tersebut berjenis kelamin perempuan. Artinya
apabila nanti anak tersebut akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan maka
anak tersebut tidak boleh mendapatkan perwalian nikah dari bapak kandungnya.

Status anak yang lahir diluar nikah tetaplah anak kandung dari bapak dan

ibunya, hanya saja anak tersebut lahir sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan
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sehingga anak vang lahir diluar nikah itu hanya memiliki nasab dengan ibunya atau
keluarga ibunya. Hal ini tertulis didalam KHI pasal 100 dan pasal 43 Undang-Undang
Perkavinan.

Persoalannya, berkenaan dengan masalah anak luar kawin dikatakan bahwa
seorang anak yang lahir diluar perkawinan, menurut hukum waris adat hanya menjadi
ahli waris dalam harta peninggalan ibunya serta dalam harta peninggalan famili dari
pihak ibunya. Seorang anak yang seperti itu, menurut hukumnya tidak mempunyai
bapak. Jadi, terhadap hubungannya dengan ibu tidak ada perbedaan antara anak yang
sah dan anak diluar perkawinan.

Apabila bapak dari anak tersebut ingin memberikan warnisannya kepada anak
terebut, maka anak tersebut tidak serta merta mendapatkan warisan, Karena anak
crscbut tidak memiliki nasab dengan ayahnya. Ada tiga hal yang dapat dilakukan
oleh sang bapak untuk memberikan hartanya kepada sang anak dari perkawinan sirri
tersebut, vaitu -

1. Hibah

Harta yang dimiliki oleh sang avah dapat dihibahkan kepada anaknya
sebelum sang avah tersebut meninggal dunia, artinya harta tersebut dapat
dikatakan sebagai harta “hadiah™ dari sang ayah.

2. Swurat wasiat

Pada saat sang ayah masih hidup, sang ayah tersebut bisa membuat surat
wasiat yang berisi tentang pemberian harta warisan kepada anak tersebut.
Dengan catatan harta terscbut tidak dapat diberikan semuanya, karena
didalam Undang-Undang dan didalam Al-Qur'an disebutkan bahwa
pemberian warisan melalui wasiat hanya dapat diberikan sebesar sepertiga
dan seluruh harta warisan.

3. Harta tersebut dititipkan kepada ibunya

Ketika ayahnya masih hidup. harta vang khusus diberikan atay
dipcruntukkan kepada sang anak dapat dititipkan kepada sang ibu sampai
anak tersebut dianggap dewasa. Sehingga pada saat avah dan ibunya telah
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meninggal dunia, harta terschut dapat diwariskan kepada anak dari hasil
siTinya tersebut,

Berdasarkan uraian tersebut, dalam Undang-Undang perkawinan penyelesaian
terhadap masalah anak hasil hubungan dilsar kawin tidak mengenal lembaga
pengakuan anak. Artinya kalau didalam Undang-Undang perkawinan, bila seorang
anak lahir dapat dipastikan kedudukan anak tersebut sebagai anak sah atau sebagai
anak luar kawin,

Sehubungan dengan hak pewaris terhadap anak yang dilahirkan dari
perkawinan sirri, maka status anak merupakan persoalan yang harus dibuktikan
keabsahannya karena dapat dijadikan bukti kuat terhadap faktor yang menguatkan
pembuktian tersebut, meliputi :

a.  Akte kelahiran anak

Akte kelahiran tersebut sangatlah penting, karcna dengan adanya akte
kelahiran tersebut memberikan jaminan dan kepastian hukum pada anak
vang melakukan perbuatan hukum

b AKte perkawinan Bapak Tbu

Akte perkawinan tersebut dapat dijadikan bukti otentik adanya
pelaksanaan suatu perkawinan yang merupakan svarat pembuatan akte
kelahiran anak.

¢ Akte yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan

d- Akte otentik lain yang menguatkan pengakuan atas kelahiran anak

Beberapa hal tentang pembuktian tersebut merupakan bukti yang otentik. oleh
karena itu anak vang dilahirkan dari perkawinan sirri sangat sulit pembuktian
statusnya. Karena perkawinan yang dilakukan secara sirri tidak mempunyai kekuatan
bukti. Dengan tidak adanya kekuatan bukti yang menyatakan tentang status anak
yang dilahirkan dari perkawinan sirri maka anak tersebut tidak memenuhi svarat
sebagai ahli wans yang sah Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa

sccara hukum hak mewaris terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri
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tersebut tidak sah meskipun menurut pandangan hukum Islam adalah anak vang sah
secara otomatis adalah ahli wans yang sah.

Dart hal-hal diatas disebutkan bahwa seorang ayah tidak akan memiliki nasab
dengan anak hasil luar kawinnya. Hal ini juga disebutkan didalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata pasal 284 yang menyatakan bahwa suatu pengakuan
terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak
menyetujui. Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanapun mengatur tentang
ancaman pidana bagl orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya,
Dengan kata lain apabila ayah dari anak hubungan sim tersebut ingin mengakui anak
tersebut harus dengan persetujuan ibunya terlebih dahulu.

Seorang Bapak tidak akan dapat menjadi wali nikah anak perempuannya vang
lahir diluar pernikahan. Kecuali bapak tersebut menikahi ibunya pada saat usia
kandungannya dibawah empat bulan, dan apabila sang bapak menikahi ibunya pada
saat usia kandungannya diatas empat bulan maka anak tersebut disebut anak luar
nikah. (Internet:WaspadaOnline.com Wali Bagi Seorang Anak yang Lahir Diluar
Nikah)

Didalam fakta diatas Pak zein menikahi Susan pada saat anak mereka telah
lahir. Sehingga anak tersebut tetaplah memiliki status sebagair anak luar kawin.
Kecuali anak kedua mereka yang dapat disebut anak vang sah karena anak kedua
mereka tersebut berasal dan perkawinan yang sah.

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Kitab Undang-
Undang [Hukum Perdata:

a. Pasal 280 menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap
anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara 1 anak dan bapak
atau ibunya.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memungkinkan seorang
bapak melakukan pengakuan anak pada saat alau setelah perkawinan
dilangsungkan. Seperti vang ditetapkan dalam pasal 273, vang
menyatakan bahwa anak vang dilahirkan di luar kawin, selain karcna

perzinahan atau dosa darah, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan
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ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan diselenggarakan,
anak tersebut diakui oleh bapak ibunya.

Kelentuan lain mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam pasal
281 sampai dengan 286

Menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, pengakuan
terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta otentik, bila belum diadakan
dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Artinya sang bapak

dapat mengajukan permohonan akta pengakuan anak luar kawin asalkan anak

tersebut belum memiliki akta kelahiran atau belum diakui oleh orang lain, Apabila
akta kelahiran tersebut telah dibuat oleh pegawai catatan sipil dan telah didaftarkan
dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan, maka pengakuan tersebut

harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya.

Apabila pengakuan anak tersebut menggunakan akta otentik lain, para pihak

diwajibkan meminta agar hal tersebut dicantumkan pada margin  tanggal

kelahirannya. Pengakuan anak dapat dituangkan antara lain dalam :

a.
b
C.
d.

Alkta notaris

Akta kelahiran

Akta yang dibuat oleh pejabat catatan sipil (diluar pengadilan)
Dimungkinkan pula dengan akta perkawinan

Syarat-syarat pembuatan akta pengakuan meliputi -

d.

b,

Fotokopi KTP kedua orang tua

Kartu keluarga

Akte Kelahiran anak luar kawin

Surat pernyataaan dari yang bersangkutan bahwa tidak terikat perkawinan
dan anak yang diakui adalah anak mereka,

Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin vang

drmaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang

stalusnya adalah:

a.

Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

b. Akibal adanya perkosaan

¢. Kedua pihak sudah melakukan perkawinan, tetapi lalai mengakui anak
luar kawinnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan
dapat dilakukan,

Menurut pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan anak

yang dilarang meliput: :

a. Oleh anak yang belum dewasa, atau belum mencapai usia 19 tahun,
kecuali bagi perempuan vyang melakukan pengakuan  sendir,
diperbolehkan meski ia belum mencapai usia 19 tahun.

b. Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf
Ibu dari anak tersebut tidak menyetujui.

d. Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih
terikat perkawinan (zinah) maupun anak sumbang kecuali mendapat
dispensasi dari Presiden.

Dimungkinkan pula pengakuan vang dilakukan terhadap anak yang belum
lahir. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, vang menyataka bahwa anak vang ada didalam kandungan seorang
perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan  bilamana kepentingan  anak
menghendakinya. Dengan demikian sebelum anak yang diakui tersebut lahir maka
bisa terjadi hubungan hukum kekeluargaan antara ayah dengan anak, sebagai akibat
adanya pengakuan secara parental terhadap anak yang belum lahir tersebut Biasanya
pengakuan sebelum lahir ini diterapkan pada peristiwa khusus yang merupakan suatu
pengecualian untuk suatu kepentingan, misalnya dalam hal warisan,

Akibat terpenting dari pengakuan anak sebelum lahir adalah seluruh hubungan
hukum kekeluargaan serta semua akibat hukum yang berkaitan dengan itu berlaku
pada saat anak tersebut dilahirkan.

Kewajiban seorang bapak ini berkaitan dengan hubungan perdata yang sudah
terjalin setelah ada Pengakuan Anak, yakni:

a. memberi nafkah kepada anak vang diakui.
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b. menjadi wali dari anak yang diakui, saat dibutuhkan,

¢. mewariskan hartanya kepada anak yang diakuinya.

Dengan adanya hubungan hukum perdata yang baru, maka anak luar kawin
yang diakw berhak atas warnsan dari ayahnya (pasal 282 KUH Perdata). Besarnya
wansan yang diterima tergantung pada ahli waris yang lain Ketentuannya adalah
sebagai berikut:

a. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang
suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari
bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak
yang sah (pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau
istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu,
bapak, nenck, dst) atau saudara leki-laki dan perempuan atau
keturunannva. maka anak-anak yang diakui terscbut mewaris 1/2 dari
warisan. Namun jika hanya terdapat saudara dalam derajat vang lebih
jauh. maka anak-anak vang diakui tersebut mendapat 3/4 (863 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata).

¢. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahii waris vang sah. maka
mereka memperoleh seluruh warisan (865 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).

3.3 Perbandingan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata Mengenai Anak
Luar Kawin

Didalam pasal 100 KHI telah dijelaskan bahwa anak vang lahir diluar
perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila
seorang ayah ingin mengakui anak tersebut maka harus dibuktikan dengan adanya
akta kelahiran atau alat bukti lainnya, hal tersebut terkandung didalam pasal 103 KHI.

Oleh karena itulah apabila tidak melalui perkawinan yang sah maka scorang ayah
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tidak dapat mengakui anak tersebu menjadi anak yang sah meskipun anak tersebut
adalah anak kandungnvya,

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa anak
vang lahir di luar perkawinan maka anak tersebut masih bisa mendapatkan pengakuan
dari bapaknya dengan cara mendafiarkan atau mencatatkan pengakuan tersebut di
kantor catatan sipil, Pencatatan tersebut didadaftarkan dalam dafiar kelahiran menurut
hani penandatanganan permohonan. Apabila permohonan tersebut telah didaftarkan
maka nama bapak vang melakukan permohonan tersebut berhak untuk
mencantumkan namanya pada margin akta kelahiran anak tersebut, hal ini terkandung
didalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tulisan diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Hukum Tslam
dengan Hukum Perdata. Hukum Islam tidak memperbolehkan adanya pengakuan
anak dalam bentuk apapun kecuali anak tersebut adalah anak sah, sedangkan Hukum
Perdata mempunyai kebijakan untuk memberikan pengakuan anak luar nikah tetapi
dengan beberapa persyaratan.

Hukum Islam menyatakan demikian karena didalam Isiam tidak
diperbolehkan adanva perbuatan zina apalagi sampal terjadi kehamilan, sehingga
scorang bapak tidak akan mendapatkan pengakuan anak kandung sampai kapanpun.
Apabila seorang bapak ingin melakukan pewarisan haruslah melalui hibah atau
penitipan harta warisan kepada ibu kandungnya, karena hanya ibu kandung yang
memiliki nasab dengan anak tersebut.

Berbeda dengan Hukum Islam, dalam Hukum Perdata apabila seorang bapak
ingin melakukan pewarisan maka bapak tersebut haruslah melakukan suatu
pengakuan terhadap anak tersebut. Dengan adanya pengakuan anak maka seorang
bapak akan memiliki nasab dengan anaknya dan secara otomatis anak tersebut berhak
mendapatkan warisan dari bapaknya tanpa melakukan hibah atau penitipan harta
terhadap ibunya seperti yang terjadi didalam Hukum Islam.
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4.1 Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan di muka vakni mengenai

pembahasan masalah perkawinan poligami vang dilakukan secara sirri maka dapat
disimpulkan bahwa :

)

Poligami yang dilakukan melalui nikah sirri merupakan perkawinan yvang sah
menurut agama, sebab hal i telah dijelaskan bahwa apama Islam
memperbolehkan poligami tetapi dibatasi hanya empat orang 1sin saja dan
mempunyai kemampuan untuk berlaku adil. Berdasarkan ketentuan —
ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuh
rukun dan syarat perkawinan. Hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan
dikantor pencatatan perkawinan (baik di KUA maupun di kantor catatan sipil ).
Anak vang lahir dan luar perkawinan hanva memiliki nasab dengan ibunva
dan keluarga ibunya saja, sehingea avahnva tidak dapat memadi  wal
nikahnya apabila anaknva menikah nanti Begitu pula dengan sistim
pewarisannya. Sang ayah hanya dapat mewariskan kepada tbunya atau dengan
wasiat.

Didalam Huokum Islam tidak dikenal adanya pengakuan anak sehingga
scorang anak yang lahir dari luar perkawinan hanyva memiliki nasab dengan
ibunya saja Berbeda dengan Hukum Perdata, hukum ini lebih fleksibel
dengan jalan memberikan kemudahan untuk membuat permobonan kepada
kantor catatan sipil untuk dibuatkan surat pengakuan anak yang kemudian
dapat tertulis didalam akta kelahiran anak tersebut.

37
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3.2 SARAN

™

Sebaiknya dilakukan pendataan terhadap orang — orang vang melakukan
poligami sehingga tidak ada lagi rahasia antara para wstri bahwa seorang suami
telah melakukan poligami.

Scbaiknya dibentuk lembaga khusus yang mengatur {entang sistim pewarisan
yang menjadi hak dari anak loar kawin,

Diperlukan adanya pelunakan terhadap sistim pengakuan hak okeh Hukum
Islam dikarenakan akhir — akhir ini banyak sekali anak yang lahir diluar kawin
yang membutuhkan pengakuan tersebut.

38
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aﬁanynUMmguﬂangtamanngkmﬂmnymghmhkuhagimmmamgam_

Mengingat
1. Pasalﬁayat{ﬂ.Pa&alZﬂayaiﬁ}.PaszﬂZ?arat[ﬂdanPaml?ﬂUndau—Lhdngaﬂ
1945

2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persefujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
LNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BAB |
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan tahir bathin antara seorang pria dengan SeOrang wanita sebagai suami
isteri dengan lujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2

(1)  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menunst bukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya it
{2) Tiap-bap perkawinan dicatat menurut peraluran perundang-undangan yang beriaku,

Pasal 3
(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pra hanya boleh mempunyai SSOrang sben.
Seorang wanita hanya boleh mempunyai SEOErg SUSTN,
(2) mmm,mmmmﬂmmmmmmmleﬁnmw
apabda dikehendaki olsh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal &
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(2}

(1)

(2

R}
{2)

{3)

(4)

(s}

(6)

(1}

Dalam hal secrang suami akan beristeri letih dasi seoiang, sebagaimana tersebut dalam
Pasal 3 ayal (2) Undmu-mdmgﬁﬁ.nmhianmjibmgajtmmmm
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pangadilan dimaksud mtaayatmpasa]iﬁtmyamnberﬂmizhlma:hmﬂm
yang akan beristeri lebih dari seorang apabila-

a. islen idak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isted;

b isteri mendapat cacat badan atay penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. isteni tidak dapat melahirkan keturunan.

FPasal 5

mmmmmmmmn,mmmmmm

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syaral-syarat sebagai berikut-

a adanya persetujuan dari isterifisteri-isteri;

b. admyakapasﬁanbahasmﬁmmpumuﬁamhkepeﬂuamkemﬂmnmm
isteni dan anak-anak mereka;

C. mammwmbmmmmﬂmmﬂmmmmmumw
mereka.

Pmset.ﬁmmﬁrmksudpadaay&t{ﬂhmjapﬂﬂiﬁﬁd&kdmhﬂm

ﬁﬂﬂiﬂ:@ﬂ&iﬁﬂﬁﬂ&ﬁﬂmﬁjﬂﬁﬁmﬁnﬁnﬁﬁmwmﬂmmm

mﬁaﬁmakﬂmmﬁﬁan.m%ﬁamamﬂdﬂﬁimmm

mWﬁZfdm}mm,mthhhmmmmmm

dari Hakim Pengadilan.

BAB R
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6
Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua caton mempela,
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dus pulun Satu)
tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
Dalam hal salah seorang dari kedusa orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maika izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup
dipercleh dan orang tua yang masih hidup atau dari orang wua yang mampu menyatakan
kehendaknya
Datam hal kaduam'ang!mteiahmenmggmmniaauudalankeadamﬁdakmnwmmh
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dar wali, orang yang memelihara atsu
kefuarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan furus ke atas selama
mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut datam ayat (2), (3)
dan (4)pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan
pendapatnya. maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat Einggal arang yang akan
melangsungkan psrkawhanataspewﬁﬁmmgmdapatmwm
lebih dahulu mendengar orang-orang tersshut dalam ayat {2). (3) dan [4) pasal ini_
Ketentuan lersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Pasal 7

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudsh mencapai umur 19 (sembilan balas) tshun
dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 (enam belas) tahun,

i
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{2) Dmﬂmhmpenmangmmmadnpmmpmmwﬂapmmirﬁawmada
FmgammamuPejnhmmnymgﬁmmknhhmmmmmmm
wanita

{3) mmmmmmmmmmmm
dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, beriaku juga dalam hai permintaan
dispensasi lersebut ayal (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal
6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a berhubungan darah dalam garis keturunan furus ke bawah ataupun ke atas:

b bafnﬂungandﬂdﬂamgmiskmnmpmmmmm
mmansmdamwrgmmm'ﬂamdﬂwmm

[ berhubungan semenda, yailu mertua, anak i mensntu dan ibwbapalk firi,

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sususn dan bibifparnan
SUSLAN;

e berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal
secrang suami bensteri lebih dari seorang;

f. gmwnym hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang beriaku, diarang

mn

Pasal 9
Swa'lgmmﬂhtﬂﬁkﬁthﬁpﬂfﬁﬂﬂﬁﬂﬂ&f@ﬂﬁlﬁ\ﬁﬂﬂdﬂpﬂtkﬂﬁhﬁi,hﬂﬂdﬂﬂn
hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10
Apabila suarmi dan isteri yang tetah cerat kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi urituk
kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Pasal 11
{1}  Bagi secrang wanita yang putus perkawinannya berlaku janghka waktu tunggu.

{2} Tenggang wakiu jangka wakiu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Pergturan
Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12
Tatacara pelaksanaan perkawinan dialur datam peraturan perundang-undangan tersendiri,

BAEB M
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal13
Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang fidak memenubi syaral-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.

Pasal 14
(1}  Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis ketununan lrus ke atas
dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelsi dan
pihak-pihak yang berkepentingan,
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{2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya
perkawinan apabila salah seorang dari cafon mempelai berada di bawah pengampuan,
sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon
mempelai yang lainnya. yang mempunyal hubungan dengan orang-orang seperl tersebut
dalam ayat (1) pasal ini,

Pasal 15
Barang siapa karena perkawinan dirinya masth terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak
dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan fidak
mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16
(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berdangsungnya perkawinan apabiia
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayal (1). Pasal 8. Pasal9. Pasal 10 dan Pasal 12
Undang-undang ini Bdak dipenuhi,
(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur tebih
fanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

{1} Pencegahan perkawinan digjukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatal
perkawinan.

{2) Kepada calon-calon mempalal diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan
perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatal perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapal dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali
permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut

Pasal 20
Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dan ketentuan dalam Pasal 7
ayat (1), Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada
pencegahan perkawinan.

Pasal 24

{1} Jika pegawal pencaial perkawinan berpendapat batwa terhadap perkawinan tersebut ada
larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

{2)  Didalam hal penolakan, maka permwntaan salah safu pihak yang ingin metangsungikan
perkawinan, aleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertufis dari
penotakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penciakannya.

(3] Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadian
di dalam wilayah mana pegawai pencalat pevkawinan yang mengadakan penoiakan
berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan
penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadiian akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan
ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan lersebut ataukah memerintahkan, agar
supaya perkawinan dilangsungkan.
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{5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penclakan
imm‘mmn lu‘Langkadan para pihak yang ngin kawin dapat menguiangi pemberitahuan tentang
mereka.

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22
Perkawinan dapat dibatalkan,apsbila para pihak lidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan,

Pasal 23
Yang dapal mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
a Para keluarga dalam gars keturunan lurus ke atas dan suami atau ister:
b. Suami atau ister;
c Pejabal yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan:
d Pejabat vang ditunjuk tersebut ayat (2} Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang

mempunya kepenlingan huh:msmahnmtaﬂmdappmkawhmmm
hamya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dinmya dengan salah satu dari kedua belah pihak

dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru
dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2]} dan Pasal 4 Undang-undang ini

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dmana
perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau ister

Pasal 26

{1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tdak
beswenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadini oleh 2 {dua)
orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan
lurus ke atas dari suami atau isten, jaksa dan suami atzu isten.

(2) Hakuntuk membatalkan oleh suami atau istesi berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini
gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperihatican
akia perkawinan yang dibuat pegawai pencatal perkawinan yang idak berwenang dan
perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1}  Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila
perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,

{2) Seorang suami atau isten dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabiia
pada wakiu berlangsungnya perkawinan lerjadi salsh sangka mengenai diri suami atau
isterni.

{3) Apabila ancaman telah berhenti, alau yang bersalah sangka itu menyadar keadaannya, dan
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah v masih tetap hidup sebagai suami isten, dan
tdak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatslan, maka haknya
gugur,

S S T e e g T s
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(1
(2)

(M)

2)

(3)
(4)

Pasal 28

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatsn

hukum yang tetap dan berlaku sejak saal berlangsungnya perkawinan.

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a Mmmmdﬂm@imm

b. Suanﬁatauﬁaiyangbemmhdemmmbﬂmhmﬂermmm
hﬁmbaﬁanmﬂﬁnm%ﬁnatasa@yspmﬁmhml&inmhm
dahulu;

. Wmmﬁgalahwaﬁdakmdﬂamadmbsepmmmm
memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebetum keputusan tentang pembatalan
mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 28
Pada wakiu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan
bersama dapat mengadakan perjanjian tertuis yang disatkan oleh Pegawai pencatat
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut.
Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamansa melanggar balas-batas hukum, agams
dan kesusiiaan.
Perjanjian tersebut mutai berlaku sejak perkawinan ditangsungkan,
Selama perkawinan berfangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecual bita dari
kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak
ketiga.

BAEB W
HAK DAN KEWAJIBAN SUAM! ISTER!

Pasal 30

Suami isteri memikul kewsijiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi
dasar dari susunan masyarakat

(n

2)
(3)

(N
(2}

Pasal 31
Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergauian hidup bersama dalam masyarakat.
Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukiom.
Suami adalah kepala keluarga dan isted ibu rumah tangga.

Pasal 32
Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang belap.

Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suzmi

Pasal 33

Suami ister wajibt saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan kahir
bathin yang satu kepada yang lain.
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Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperduan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuannya.

{2) Isten wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-bailnya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan
kepada Pengadian.

BAB Vi
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35
{1) Haria benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
{2) Hana bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan haria benda yang dipercieh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak idak meneniukan lain.

Pasal 36
{1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah
pihak.
{2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya
urituk melakukan perbuatan hukum mengenai harla bendanya.

Pasal 3T
Bila perkawinan putus karena perceraian, harna bersama diatur menurut hukumnya masing-
masing.

BAB Vil
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38
Perkawinan dapat pulus karena:
a kematian,
b. perceraian dan
C. atas keputusan Pengadilan.
Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengaditan yang
bersanghkutan beruszha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihalk

{2}  Uniuk melakukan perceraian harus ada cukup aiasan, balwa antara suami isten #u tidak
akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(2) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan
tersendin.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengaditan.

{2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dadam perafuran
perundangan tersendiri,
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Pasal 41

a Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepentingan anak; bifamana ada perselisthan mengenai penguasaan
anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapakymgbatanggungjawabahsmnbiaﬁmﬁmmndmmm
diperiukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewagban
tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dut memikud biaya tersebut:

c Pengadilan dapal mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan
danfatau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42
Anak yang sah adalah ansk yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas sefanjutnya akan diatur dalam Persturan
Pemenntah.

Pasal 44

(1)  Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang ditahirkan oleh isterinya, biamana is
dapat membuktikan bahwa islerinya lelah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan
tersebut.

(2)  Pengadilan memberikan keputusan tentang sahfidaknya anak atas permintaan pihak yang
berkepertingan

BAE X
HAK DAN KEWAJIBEAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45
(1] Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak meneka sebaik-baiknya

{2) Kewajiban orang fua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak iy kawin
atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berfaku terus meskipun perkawinan antara kedua
orang ta putus

Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentasti kehendak merseka yang baik
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menunt kemampuannya, orang tua dan
keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pemah
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang luanya selama mereka tidak
dicabut dari kekuasaannya.
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(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenal segala perbuatan hukum di dalam dan & luar
Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang
dimiliki analmya yang belum berumur 18 {dﬂapmbelas}mmamubeiumpmmmm
perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itv menghendakmnya.

Pasal 49

{1) Salah seorang alau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya {erhadap seorang anak
atau lebih unfuk wakiu yang tertentu atas pesmintaan orang tua yang kain, keluarga anak
dalam gans lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hat:

a fa sangat mefalaikan kewaijibannya terhadap anaknya:
b. Ia berkelakuan buruk sakali.

(2)  Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untulk
memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

BAB Xi
PERWALIAN

Pasal 50

{1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pemah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di
bawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian ity mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun haria bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. sebelum ia
meninggal. dengan surat wasial atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

{2) Wali sedapat-dapatnya diambil dan keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

{3)  Wal wajib mengurus anak yang di bawah panguasaannya dan harla bendanya sebaik-
baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu,

(4)  Wali wajib membuat daftar haria benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada
waklu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harfa benda anak
atau anak-anak itu

(5) Wali berfanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwakannya
serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52
Terhadap wal berlaku juga Pasald8 Undang-undang ini.

Pasal 53
(1) Wal dapat dicabut dari kekuasaannya, datam hal-hal yang tersebud datam Passl 49 Unittang-
undang ini.
(2)  Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54
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Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak ¥ang di bawah kakuasaannya,
alas {untutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Kepuiusan Pengadilan, yang bersangiutan
dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB Xii
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Periama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

(1) Asd—umjmanganakmmadapmﬂhuhﬂmndmmmm:mmmkm
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Hihmakﬂammnmﬁebmuahmayat{npasalhﬂhdakada,nﬂmpemadﬂmdmat
mﬂmﬂmp&wﬁpantmﬂmgaﬂnﬂmmmmmmm
yang tefiti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3)  Adas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ni, maka instansi pencatat
mnﬂmmMmdmmhmmemmmm
kelahiran bagi anak yang bersanghustan.

Bagian Kedua
Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan yang difangsungkan di luar indonesia antara dua orang warganegara indonesia
atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah biamana
dilakukan menurut hukum yang beraku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan
bagi warganegara Iindonesia fidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

{2} Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isten itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti
perkawinan mereka hamnus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tnogal
mereka.

Bagian Ketiga
Parkawinan Campuran

Pasal 57
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini iafah perkawinan antars
dua orang yang i Indonesia turduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia,

Pasal 58
Bagi orang-orang yang bedainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat
memperoleh kewarganegaraan dari suamifisterings dan dapat pula kehilangan
kewargansgaraannya, menunut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang
kewarganegaraan Republik indonesia yang beriaku.

Pasal 53
{1} Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan
menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mangeanal hukum
perdaia
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(2)

(1

(2}

(3)

4)
(5)

(1)
(2)

{3

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di indonesia dilakukan menurut Undang-undang
Perkawinan ini.

Pasal 60
Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat
perkawinan yang ditentukan oleh hulamm yang berlaku bagi pihak masing-masing telah
dipenuhi.
Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat {1)telah dipenuhi dan karena
ilu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka
ymummumhMymgberhmnagipMnﬂdng-wmﬁngbemmngnm
perkawinan, diberikan surat ketsrangan bahwa syarat-syarat teiah dipenuhi.

keterangan ilu beralasan atau tidak

Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan. maka keputusan du
menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

Surat keterangan atau keputiusan pengganti keterangan tidak mempuniyai kekuatan lag pia
perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 {enam) bulan sesudah keterangan it
diberilkan.

Pasal 61
Perkawinan campuran dicatat olsh pegawai pencatat yang berwenang.

Barang siapa melangsungkan perkawinan Campuran tanpa memperihatkan lebih dahulu
kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti
keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu} bulan.

Pegawal pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetshui bahwa
keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hulkuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan,

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-
undang ini.

{1

(2)

Bagian Keempat
Pengadilan

Pasal 63
Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Urdang-undang ini ialah:
a. Pengadilan Agama bagi mereka yang besagama Islam;
b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukubkan oleh Pengadilan Umum.

BAB Xii
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64
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Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi

sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menuruat peraturan-peraturan lama, adalah
sah.

Pasal 65
(1) Dalmnhammgswnibensmﬁhbhdmmmhﬂmmmmm
berdasarkan Pasai 3 ayat (2) Undang-undang ini maka beriakulah kelentuan-ketentusn
berikul:
a Suami wajib memberi jaminan hmmmmmamwmm;
b. mﬁymgmmﬁmﬁmﬁdﬂkwmﬁmmmmmm
adasebelumpmmmndenganimmmummm
& &mﬁmﬁmﬂﬁihakmmmmmﬂmmm
perkawinannya masing-masing,
(2)  Jika Pengadilan yang memberi izin untuk besisleri lebih dari seorang menurut Undang-
undang ini tidak menentulan lain, maka bertakulahketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XiV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas
Undang-undang ini, maka dengan beriakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang déiahur
dalam Kitab Uindang-undang Hukum Perdata (Burgerfijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers 5.1933 No. 74), Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-
peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ind,
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67
(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya
secara efektif lebih lanjut akan distur dengan Peraturan Pemerintah.

(2)  Hakhal dalam Undang-undang ini yang memeriukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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LAMPIRANII

KOMPILASIHUKUM ISLAM
BUKU I
HUKUMPERKAWINAN
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BAB 1T
KETENTUAN UMUM

FPasal 1

Yang dimaksud dengan:

d.

b.

Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara
seorang pria dan seorang wanita ;

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat vang
ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali
nikah;

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul vang diucapkan
oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita,
baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam ;
Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad mkah
yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak vang digantungkan kepada
suatu keadaan tertentu yang mungkin tegadi di masa yang akan datang ;

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik
sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung
dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdafiar atas nama
siapa pun

Pemeliharaan anak atau Hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan
mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdini sendiri:

Perwalian adalah kewenangan vang diberikan kepada seseorang untuk melakukan
sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak vang
udak mempunyai kedua orang tua atau orang tua vang masih hidup, tdak cakap
melakukan perbuatan hukum:

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan
tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri vang dijatuhi talak berupa benda
atau uang dan lainnya.

BAB II
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2
Perkawinan miitsaagan menurut hukum Islam adalah pemikahan, yaitu akad vang

sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.

Pasal 3
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangpea vang sakinah,

mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4
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Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus
dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

sebagaimana yangdiaturdalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Undang-Undang
No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan
dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di juar pengawasan Pegawai Pencatat Niksh tidak
mempunvai kekuatan hukum.

Pasal 7
(1) Perkawinan hanyadapatdibukiikan dengan Akta Nikah vang dibuat oleh Pegawai
Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan
itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal
vang berkenaan dengan
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penvelesaian perceraian.
{b) Hilangnva Akta Nikah
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
(d) Adanya perkawinan vang terjadi sebelum berakunya Undang-Undang No. |
Tahun 1974 dan
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-UndarigNo. 1 Tahun 1974;
(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak
mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8
Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai
berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikear talak,
khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9
(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan
sebapainva, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka
dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama
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Pasal 10
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buktt Pendaftaran Rujuk vang
dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah.

BAE Il
PEMINANGAN

Pasal 1]
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari
pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara vang dapat dipercaya.

Pasal 12

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanifa vang masih perawan atau
terhadap janda yang telah habis masa iddahnya

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan
dilarang untuk dipinang

(3) Dilarang juga meminang scorang wanita yang sedang dipinang pria lain, sclama
pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dani pihak wanita.

(4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pemyataan tentang putusaya hubungan
pinangan atau secara diam-diam pria vang meminang telah menjauhi dan
meninggalkan wanita vang dipinang,

Pasal I3
(1) Pinangan belum menimbulkan akibai hukum dan para pihak bebas memutuskan
hubungan peminangan.
(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara vang baik
sesual dengan tuntunan agama dan kebiasaan seiempal. schingga tetap terbina
kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
Bagian Kesotu

RUKUN

Pasal 14
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon suami
b. Calon isteri
¢. Wali mkah

d. Dua orang saksi dan
€. ljab dan kabul
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Bagian Kedua
CALON MEMPELAI

Pasal IS
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangea perkawinan hanva boleh dilakukan
calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-
Undang No. | Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun
dan calon istent sekurang-kurangnya berumur 16 tahun,
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin
sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. | Tahun 1974

Pasal 16
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata
dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat Juga berupa diam dalam arti selama tidak
ada penolakan yang tegas.

Pasal I7

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai PencataiNikah menanvakan Jebih
dahulu persenyjuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka
perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai vang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat
dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal I8

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat

halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bah VI

Bagian Ketiga WALI NIKAH

Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita vang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi svarat
hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari
a. Wali nasab
b. Wali hakim

Pasal 21
(1) Wali nasab terdini dani empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang
satu didahulukan dari kelompok vang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan
dengan calon mempelai wanita. Pertama. kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas
yakni ayah kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara
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laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mercka. Ketiga,
kelompok kerabat paman, yakni saudara lakilaki kandung ayah, saudara seayah dan
keturunan laki laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek.
saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa Orang yang sama-sama
berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat
derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak
menjadi wali nikah iaiah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama vakni sama-sama derajat
kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi
wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal22
Apabila wali mkah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat scbagai wali
mikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur,
maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal23
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau
tidak mungkin menghadirkannya atan tidak diketahui tempat tinggainya atan gaib atau
adlal atau enggan.
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sehagai wali
nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat SAKSI NIKAH

Pasal24
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal25
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil,
akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal26
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serla menandatangani
Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan

Bagian Kelima AKAD NIKAH

Pasal27
hjab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak
berselang waktu.
Pasal28
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Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali
nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi_

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan
ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis hahwa
penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili.
maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BABV MAHAR

Pasal30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang
jumiah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal3l
Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh
ajaran Islam

Pasali2
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak
pribadinva.

Pasal33
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelal wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan
batk untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar vang belum ditunaikan
penyerahannyva menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal34
(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
(2) Kelalaranmenyebutjenisdanjumlahmaharpadawakiu akad nikah, tidak menvebabkan
batalnya perkawinan. Begitu pula halnva dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak
mengurangi sahnyva perkawinan.

Pasal35
(1) Suami yang menlalak isterinya gobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang
telah ditentukan dalam akad nikah
(2) Apabila suarm meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan
menjadi hak penuh isterinya,
(3) Apabila perceraian terjadi gobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan,
maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal36
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Apabila mahar hilang sebelum discrahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain
yang“sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan
uang yang semlai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal37
Apabila teradi selisih pendapal mengenai jenis dan nilai mahar yang diictapkan,
penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal38
(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacad atau kurang, tetapi calon
mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap
lunas.
(2) Apabila isteri menolak unfuk menerima mahar karena cacat, ssami harus
menggantinya dengan mahar lahir vang tidak cacat. Selama penggantinya belum
diserahkan, mahar dianggap masih belum bavar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal39
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:
|. Karena pertalian nasab
a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau vang menurunkannya atau keturunannya.
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
¢ dengan scorang wanita saudara vang melahirkannva
2. Karena pertalian kerabat semenda
a. dengan seorang wanita vang melahirkan isterinyva atau bekas isterinva.
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannva.
c. dengan scorang wanita keturunan isteri atu bekas isterinva, kecuali putusnya
hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu gobla al dukhul.
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan
a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnyva menurut garis lurus ke atas.
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menunut garis lurus ke bawah.
¢. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah,
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenck bibi sesusuan ke atas.
e. dengan anak yang disusui oleh isterinva dan keturunannva.

Pasal 40
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena
keadaan tertentu:
a. karena wanita yang bersangkulan masih terikal satu perkawinan dengan pria lain.
b. scorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
C. seorang wanita vang tidak beragama Islam.

Pasal 41
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(1) Seorang pnia dilarang memadu istennya dengan seorang wanila yang mempunyai
hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:

a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya

b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak
raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria
tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat
tali perkawman atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka
masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raji.

Pasal 43
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
a  dengan seorang wanita bekas isterinya vang ditalak tiga kali.
b.  dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. (2) Larangan tersebut pada ayat
(1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian
perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang vang tidak
beragama Islam.

BAB VIl PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45
Kedua calon mempelal dapal mengadakan penjanjian perkawinan dalam bentuk:
1. Takhk wmlak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal46

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

(2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian,
tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus
mengajukan persoalannva ke Pengadilan Agama.

(3) Perjanpan takhk talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap
perkawinan, akan teiapi sckali iakiik falak sudah dipeganjikan tidak dapat dicabut
kembali.

Pasald7
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat
membuat peganjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai
kedudukan harta dalam perkawinan.
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(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan
pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan
dengan hukum Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh jugn isi perjanjian itu
menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta
pribadi dan harta bersama atau harta svarikat.

Pasal48
(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta
syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga.
(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat
(1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syankat dengan
kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangpa.

Pasal49

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa
masing-masing ke dalam perkawinan maupun vang diperoleh masimg-masing selama
perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat Juga diperjanjikan
bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi vang dibawa pada
saal perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribach
yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknva,

Pasal50
(1) Pegjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga
terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta. dapat dicabut atas persetujuan bersama
suami-isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat
perkawinan dilangsungkan
(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi
terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran it
diumumkan oleh suami isten dalam suatu surat kabar setempat.
(4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang
bersangkutan, pendafiaran pencabutan dengan sendirinva gugur dan tidak mengikat
kepada pihak ketiga.
(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian
vang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal51
Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta
pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan
Apama.
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Pasal52
Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, boleh
diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi
isteri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIIT KAWIN HAMIL

Pasal53
(1) Seorang wanita hamil di lvar nikah, dapat dikawinkan dengan pna vang
menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang discbut pada ayat (1) dapat dilangsungkan
tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya,
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperukan
perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal54
(I)  Selama seseorang masih dalam keadaan ihram. tidak boleh melangsungkan
perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnva masih
berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH DARISATU ORANG

Pasal55
(1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanva sampai empat
orang ister.
(Z) Syarat utama beristeri lebih dari seorang. suami harus mampu berlaku adil terhadap
Isteri-isteri dan anak-anaknya,
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, snami
dilarang beristeri lebih dan seorang.

Pasal56
(1) Svami vang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari
Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara
sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari
Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri
lebih dari seorang apabila
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit vang tidak dapat disembuhkan
¢. isteri idak dapat melahirkan keturunan
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Pasal58
(1) Selain syarat utama yang disebul pasal 55 avat (2) maka untuk memperoleh izin
Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974yaim -
a. adanya persetujuan isteri.
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan
anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975, persetujuan isteni atau isteri-isteri dapat diberikan secara teriulis atan dengan
lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan
persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami
apabila istert atau isteriisterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat
menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-
isterinya sckurangkurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang periu mendapat
penilaian Hakim.

Pasal 59
Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin wntuk beristeri
Iebih dan satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat
(2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah
memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama,
dan terhadap penetapan ini isten atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BABX PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60
(I} Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindar suatu perkawinan yang
dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan
melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawman menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal6l
Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak
sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62
(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam paris keturunan lurus
ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon
mempelal dan pihak-pthak yang bersangkutan.
(2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinva sebagai kepala keluarga
tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali
nikah yang lain.
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Pasal 63
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam
perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami vang akan melangsungkan
perkawinan.

Pasalt4
Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan
bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

Pasal 65
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum
dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan Juga kepada Pegawai
Pencatat Nikah.

(2) Kepada caloncalon mempelai diberitahukan mengenal permohonan pencegahan
perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

FPasal 67
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan

pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

FPasal 68
Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau  membantu
melangsungkan perkawinan bila is mengetahui adanva pelanegaran dari ketentuan pasal 7
ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, atau pasal 12 Undang-UndangNo. |1 Tahun
I974meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69
(1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut
ada larangan menurut Undang-Undang No. | Tahun 1974 maka ia akan menolak
melangsungkan perkawinan.
(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan
perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan surat keterangan tertulis dani
penolakan terscbut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah vang mengadakan
penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menverahkan surat
keterangan penolakan tersebut di atas.
(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan
memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut  ataukah
memenntahkan agarsupaya perkawinan dilangsungkan.
(3) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika fntangan-rintangan yang mengakibatkan
penolakan tersebut hilang dan para pihak vang ingin kawin dapat mengulangi
pemberitahuan tentang maksud mereka
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BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70
Perkawinan batal apabila:
a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena
sudah mempunyai empatl orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu
dalam iddah talak raj'i.
b. sescorang menikahi bekas isterinya yang telah dili‘annya.
¢. scorang memkahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali
bila bekas ister tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi
ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
d.  perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda
dan sesusuan sampai derajat terientu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaim
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara
semngdmgansaudaraomngma,danammasmmngdcngansamamm
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. berhubungan sesusuan. yaitu orang tua scsusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan
bibn atau paman sesusuan.
€. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atay isteri-
isterinya.

Pasal 71
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama:
b. perempuan vang dikawini temyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain
vang mafqgud ;
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
d.  perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam
pasal 7 Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974;
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali vang tidak
berhak;
£ perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Pasal 72
(1) Scorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman vang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan periawinan
apabila pada wakiu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka
mengenal diri suami atau isteri.
(3)  Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka its menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hdup
sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan
pembaialan, maka haknya gugur.
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Pasal73
Yang dapat menggjukan permohonan pembatalan perkawinan adalah -
a.  para keluarga dalam gans keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau
isteri.
b. suami atau isteri
C. pejabal yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-
undang.
d.  para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacad dalam rukun dan
syaral perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana tersebut dalam pasal 67,

Pasal 74
(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama vang
mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangs
(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap;
a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum
keputusan pembatalan perkawinan mempunvai kekuatan-hukum yang tetap.

Pasal 76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan
orang fuanva.
Bagian Keempat TEMPAT KEDIAMAN
Pasal8]
(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknva atau bekas
isteri yang masih dalam iddah.
(2} Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan
perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknva dari
gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman Juga
berfungsi sebagai tempat menyimpan bharta kekayaan, sebagai tempat menata dan
mengatur alat-alat rumah tangga.
(4)  Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta
disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat
perlengkapan rumah tangga maupun sasana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
KEWAJIBAN SUAMI YANG BERISTER! LEBIH DARJI SEORANG
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Pasal82
(I) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat
tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar
kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada
perjanjian perkawinan.
(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu
tempat kediaman_

Bagian Keenam KEWAJIBAN ISTERI

Pasal 83
(1) Kewajiban utama bagi scorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di
dalam batas-batas vang dibenarkan oleh hukum Islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan
sebaik-baiknya.

Pasal 84
(1) Isten dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban
scbagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal
80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudsh isteri tidak
nusyuz.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas
bukti vang sah.

BAB XII HARTA KEKAYAAN DALAM ISEAM

Pasal 85
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harna
milik masing-masing suami atau isten.

Pasal 86
(1) Pada dasammya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena
perkawinan.
(2) Harta isteni tetap menjadi hak isteri dan dikuasai peauh olehnya. demikian juga harta
suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal87
(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan hana yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing,
sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas
harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodagah atau lainnya.
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Pasal88
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian
perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

PasalB9
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendin.

Pasal 90
Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, mavpun harta suami yang ada
padanya.

Pasal 91
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda
berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak
dan surat-surat berharga.
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas
persetujuan pihak lain.

Pasal 92
Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau
memindahkan harta bersama.

Pasal 93
(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya
masing-masing.
(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga,
dibebankan kepada harta bersama.
(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
(4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal94
(1) Haria bersama dari perkawinan seorang suami vang mempunyai isten lebih darni
seorang, masing-masing terpisah dan berdin sendiri.
(2)  Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami Yang mempunyai isteni
lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad
perkawinan yang kedua, ketiga atau vang keempat.

Pasal 95
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf ¢ Peratoran Pemerintah No.
9 Tahun 1975 dan pasal 131 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama
untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersam tanpa adanya pernmohonan gugatan
cerai, apabila sala satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahavakan harta
bersama seperti judi, mabuk, bom dan sebagainya.
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(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan
keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal96
(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersarr menjadi hak pasangan yang
hidup lebih lama.
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya
hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki alay matinya
secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97
Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama
sepanjang fidak ditentukan lain dala perjanjian perkawinan.

BAB X1TV PEMELIHAHAAN ANAK

Pasal 98
(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang
anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan
perkawinan.
(2) Orang tuanva mewakili anak tersebut mengenai segalaperbuatan hukum di dalam
dan di luar Pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat vang mampu
menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanva tidak mampu.

Pasal 99
Anak vang sah adalah :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akjbat perkawinan yangsah,
b. hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100
Anak yang lahir di lnar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya
dan keluarga ibunva.

Pasal 101
Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat
mencguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102
(I) Suami yang akan mengingkari seorang anak vang lah dan isterinya, mengajukan
gugatan kepada Pengadila Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hai jahimya atau
360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isteninya
melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan di mengajukan perkaranya
kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran vang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.
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Pasal 103
(1) Asal-usul scorang anak hanya dapat dibuktikan dengai akta kelahiran atau alat bukti
lainnya.
(2) Bila akia kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalan ayat (1) tidak ada. maka
Pengadilan Agama dapa mengeluarkan penetapan tentang asal-usyl scorang anak setelah
mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkai bukti-bukti yang sah.
(3) Atas dasar keletapan Pengadilan Agama tersebut aya (2), maka instansi Pencatat
Kelahiran yang ada dalan dacrah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akia
kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Pasal 104
(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya Apabila
ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada or-ang yang
berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
(2) Penyusuan dilakukan untuk paling Jama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan
dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105
Dalam hal terjadinya perceraian :
a.  pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya;

b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di

antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
¢. biaya pemeliharaan ditanggung oleh avahnya

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknva vang belum
dewasa atau di bawah pengampuan, dan nodak diperbolehkan memindahkan atau
menggadatkannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan
kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan vang tidak dapal dihindarkan
lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian vang ditimbulkan karena kesalahan dan
kelalaian dan kewajiban tersebut pada ayat (1),

BABXV PERWALIAN
Fasal 107
(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atay belum
pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

(3) Bila wali idak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, rmaka
Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak schaga wali
atas permohonan kerabat tersebut.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak ferscbut atau orang lamn vang
sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik_ atau badar hukum.
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Pasal 108
Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badar hukum untuk melakukan
perwalian atas dini dan kekayaar anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia

Pasal 109
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan
memindahkannya kepada pihak lair atas permohonan kerabatnya bila wali terscbut
pemabuk penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan ata. menyalahgunakan hak dan
wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang vang berada di bawah perwaliannva

Pasal 110
(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya
dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama pendidikan dan
keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang vang berada
di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang vang
berada di bawal perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat
dihindarkan.
(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannva,
dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaianmya.
(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayal (3) harus dibuktikan
dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali_

Pasal 111
(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang vang berada di bawah
perwahannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur? 1 tahun atau telah kawin
(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili
perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta vang
diserahkan kepadanya.

Pasal 112
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang
diperiukan untuk kepentingan menunst kepatuhan atan bil ma'raf kalan wali itu fakir

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN
Bagian Kesatu UMUM

Pasal 113
Perkawinan dapat putus karena
a. kematian ;
b. perceraian dan
¢. atas putusan Pengadilan
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Pasal 114
Putusnya perkawinan yang discbabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau
berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115
Perceralan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan
Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
. salah salu pithak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lam
sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.  salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-tarut tanpa
1zin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. saiah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang letnh
berat setelah perkawinan berlangsung.
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan
pihak yang lain.
€. salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
£ antara suami dan isteri tears menerus terjadi perselisihan dan periengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g suami melanggar taklik-talak.
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam
rumah langga.

Pasal 117
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu
sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasall29, 130 dan
131,

Pasal 18
Talak raji adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri
dalam masa iddah.

Pasal lI9
(1) Talak ba'in shughraa adalah talak vang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah
baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
(2) Talak ba'in shughraa scbagaimana tersebut pada avat (1) adalah
a  ialak vang terjadi gabla al dukhul;
b. talak dengan tebusan atau khuluk :
c. talak vang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120
Talak Win kuobraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak
dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali. kecuali apabila pernikahan itw
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dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian
ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 121
Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang diyatuhkan terhadap isteri
yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122
Talak bid'i adalah talak yang dilarang, vaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri
dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci
tersebut,

Pasal 123
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang
Pengadilan. :

Pasal 124
Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 125
Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126
Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam
dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinva. sedangkan isteri menolak tuduhan
dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127
Tata cara Li'ah diatur sebagai berikut:
a.  suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atay pengingkaran anak
tersebut, ditkuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirnnya apabila
tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta®
b. isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran iersebut dengan sumpah empat kali
dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima
dengan kata-kata "murka Allah alas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut
benar".
. lata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan vang tak terpisahkan
d  apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak
terjadi l'an.

Pasal 128
Lt'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.
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Bagian Kedua TATA CARA PERCERAIAN

Pasal 129
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan
baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama vang mewilayahi tempat tinggal
isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan jtu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabuikan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap
keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131
(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada
pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan
isterinya untuk meminta penjelasan tentang sepala sesuatu vang berhubungan dengan
maksud menjatuhkan talak.
(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan temyata
cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup
rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin
bagi suami untuk mengikrarkan talak.
(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya
di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung
sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunvai kekuatan
hukum yang tetap, maka hak suami uniuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan
perkawinan tetap utuh,
(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak. Pengadilan Agama membuat penetapan
tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukfi perceraian bagi bekas
suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tingpal suami untuk diadakan pencatatan, helai
kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami ister, dan helai keempat
disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 132
(/) Gugatan perceraian diajukan oleh jsteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama_ vang
daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri memngpalkan
tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
(2) Dalam hal gugutan bertempat kediaman di luar negen, Ketua Pengadilan Agama
membentahukan gugatan tersebut kepada tersugat melalui Perwakilan Republik
Indonesia setempat.

Pasal 133
(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dajam pasal 116 huruf b, dapat diajukan
setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat memnggalkan rumah.
(2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atan menunjukkan sikap ndak
mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
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Pasal 134
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima
apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran itu dan sctclah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat
dengan suami-isten tersebut.

Pasal 135
Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahon atau
hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka wniuk
mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menvampaikan salinan
putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan
bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukem vang tetap.

Pasal 136
(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat
berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat
mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah
(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian. atas pemohonan penggugat atau tergugat,
Pengadilan Agama dapat
a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
b.  meneniukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang
menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau
barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 137
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meningeal sebelum adanyva putusan
Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu

Pasal 138
(1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama vang memeriksa pugulan perceraian,
baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri
sidang tersebut.
(2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam avat (1) dilakukan
oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi vang bersangkutan. Apabila yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang
sederajat.
(4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut
dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka
selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka
(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan,

Pasal 139
(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau fergugat tidak mempunyai tempat
kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gueatan pada
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papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau
beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut
ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara
pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir scbagaimana dimaksudpada avat (2)
dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugal atau
kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadimya tergugat, kecuali apabila
gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140
Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2),
panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 141
(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim sclambat-lambataya 30 (tiga
puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
(2) Dalam menectapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang
waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat
atau kuasa mereka.
(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b,
sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sckurang-kurangnya 6 (enam) bulan
terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama.

Pasal 142
(1)  Pada sidang pemerniksaan gugatan perceraian. suami isteri datang sendiri atau
mewakilkan kepada kuasanva.
(2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim
dapat memenntahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143
(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah
pihak.
(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada
setiap sidang pemenksaan.

Pasal 144
Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian  baru
berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui
oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145
Apabila fidak dapat dicapai perdamaian. pemeriksaan gugaian percerman dilakukan
dalam sidang tertutup.
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Pasal 146
(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibamya terhitung sejak jatuhnya
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 147
(1)  Putusan perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama
menyamparkan salinan sural putusan tersebut kepada suami isteri atan kuasanya dengan
menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helaj salinan putusan
Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan
pencalatan.
(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan Surat Keterangan kepada masing-masing
suami-isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyal kekuatan
hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas isteri.
(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang vang tersedia pada
Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mercka telah bercerai. Catatan terschut
benisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan
serta
* tanda tangan Panitera.
(3)  Apabila Pegawai Pencatat Nikah vang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda
dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pemikahan mereka dilangsungkan, maka satu
helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam avat (2)
dikinmkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah vang mewilavahi tempat perkawinan
dilangsungkan dan bagi perkawinan vang dilangsungkan di luar negeri salinan itu
disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarm
(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam avat (1) menjadi tanggung
Jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian ito mengakibatkan kerugian
bagi bekas suami atau isteri atau kedvanya.

Pasal 148
(1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan Kholok,
menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama vang mewillayaln tempat
tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
(2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya
untuk didengar keterangannya masing-masing.
(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Apama memberikan penjelasan tentang
akibat khuluk, dan memberikan naschat-nasehatnya.
(4)  Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnyva iwadl atay tchusan. maka
Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan
talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan u tidak dapat
dilakukan upava banding dan kasasi.
(3) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat
(5).
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(6) Mmlﬂﬁ&kmmmikmmmmlmbmmﬂmﬂmm
Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa

BAB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN
Bagian Kesatu AKIBAT TALAK

Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas saami wajib
a  membenkan mut'ah yang layak kepada bekas isteninya, baik berupa uang ataw benda.
kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
b. mnhmim&ah,mmkandmﬁswahkcpaﬂahchsimimdahnidﬁh,
kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
c.  melunasi mahar yang masih terhutang scluruhnya dan separoh apabila qobla al
dukhul.
d  memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya vang belum mencapal umur 2|
tahun.

Pasal 150
Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah

Pasal 151
Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dinnva, tidak menenma pinangan dan
tidak menikah denganprialain.

Pasal |52
Bekas 1sten berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminyva, kecual bila is musvuz

Bagian Kedua WAKTUTUNGGU

Pasal 153
(1) Bagi seorang isten yang putus perkawinannya berlaku wakty tunggu atau ddah,
kecuali gobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
(2) Waktu tunggu bagi scorang janda ditentukan scbagai berikut
4 Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, wakiu tunggeu
ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari,
b.  Apabila perkawinan putus karena perceraian wakiu tunggu bags yang masih haid
ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sckurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan
bagi yang vdak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) har
¢.  Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalain keadaan
haml, waktu wnggu ditetapkan sampai melahirkan
d  Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan
hamil, wakiu tunggu ditetapkan sampa melahirkan.
(3)  Tdak ada wakiu tunggu bag yang putus perkawinan karena perceraian sedang
antara janda tersebut dengan bekas suaminya gobla al dukhul
(4) Bagi perkawinan yang putus karena percersian, lenggang waktu funggu dibitung
scjak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunym kekuatan hukum tetap,
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sedangkan bagi perkawinan yang putus knmmkﬂnﬂiam!n@nguuhutmm
dihitung sejak kematian suaminya.

(5) Waktunmggubagiistmiyangpemahhaidmfhngpadamhuuﬂﬂah:ﬁﬁd:hﬁdﬁ
haidhmrnenymni,makaiddahmﬁgakalimhum

(6) Dulamha]kmdaanpndaam[i)hlkanhmmmemmni.mhidthm:hm
Muuhmmmﬁbﬂadammmuhmmabahﬁdkmhﬁ,m
iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154
Apabila isteri tertalak raji kemudian dalam waktu iddah schagaimana vang dimaksud
dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan avat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suamimva,
maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saal matinya bekas
suaminy.

Pasal 155
Wakiu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk. fasakh dan li'an
berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga AKIBAT PERCERAIAN

Pasal 156
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan
hadhanah dan ibunya, kecuali bila tbunva telah
meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh
- wanmita-wanita dalam garis lurus ke atas dar ibu
ayah
wanita-wamita dalam garis lurus ke atas dari avah
saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
wanita-wamia kerabat sedarah menunut garis samping dari ibu:
wanita-wanita kerabat sedarah menunut paris samping dari ayah
- anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari avah
atan 1bunya ,
c. apabila pemegang hadhanah temyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmam dan
rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan
kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhamnah kepada
kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
d.  semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan  avah  menurut
kemampuannya, sekurangkurangnya sampar anak tersebut dewasa dan dapat mengurus
dunt sendiri (21 tahun);
e bilamana terjadi perselisihan meagenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan
Agama membenkan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d}):
f Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumiah
biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turutpadanya. |

TEU A -
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PASALI57
Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97.

Bagian Keempat MUT'AH

Pasal 158
Mut'ah wajib dibenikan oleh bekas suami dengan svarat
a. belum ditctapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul.
b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159
Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160
Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima AKIBAT KHULUK

Pasal 161
Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

Bagian Keenam AKIBAT WAN

Pasal i62
Bilamana 1'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk
sclamanya dan anak vang dikandung dinasabkan kepada ibunva, sedang suaminva
terbebas dan kewajiban memben nafkah.

BAB XVIII RUJUK
Bagian Kesatu UMUM

Pasal 163
(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya vang dalam masa iddah.
{2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal
d.  putusnya perkawinan karena talak. kecuali talak vang telah jatuh tipa kali atau talak
yang dijatubkan qobla al dukhul.
b.  putusnya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-
alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164
Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk
dan bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan duaorangsaksi.

Pasal 165
Rujuk yang dilakukan tanpa persemjuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan
putusan Pengadilan Agama.
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Pasal 166
thuthanmdagmdjhukﬁkandengmkuﬂpmﬂuku&mhﬁmmhﬁukdmﬁhhtﬁ
msebmhﬂangqumiuksehing;aﬁchkdapmdﬁngumimhgi,dqmdhﬁﬂm
duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula

Bagian Kedua TATA CARA RUJUK

Pasal 167
(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai
Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal
suami isteri dengan membawa penetapan tentang lerjadinya talak dan surat keterangan
lain yang diperlukan
(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atay
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memenksa dan
menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syaratl-syarat merujuk
menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan ity masih dalam iddah
talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isteninya.
(4)  Setelah 1tu suami mengucapkan rujuknya dan masmgmasing yang bersangkutan
beserta saksi-saksi menandatangam Buku Pendaftaran Rujuk.
(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah menaschati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mercka
yang berhubungan dengan ruyjuk.

Pasal 168
(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar nnuk
dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan
beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah vang mewilavahinva,
disertal surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatar dalam Buku Pendaftaran
Rujuk yang lain disimpan
(2) Pengiriman lembar pertama dan dafiar rujuk oleh Pembantu Pegawa Pencatat Nikah
dilakukan sclambat-lambatnya 15 (lima belas) han sesudah rujuk dilakukan
(3)  Apabila lembar pertama dan dafiar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah membuatkan salinan dan daftar lembar kedua, dengan berta acara
lentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169
(1) Pegawar Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang tenadinya mjuk dan
menginmkunnya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak vang
bersangkutan, dan kepada suami dan isien masingmasing dibenkan Kutipan Buku
Pendafiaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama
(2)  Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendafiaran Rujuk
terscbut datang ke Pengadilan Apama di tempat berfangsungnya talak dahuly untuk
mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masingmasing yang bersangkutan setelah
diben catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akt
Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tangpal majuk
ditkrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buke Pendaflaran Rujuk dan tanda tangan
Panitera.

BAB XIX MASABERKABUNG

Pasal 170
(1) Isten yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung
selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekalipus menjaga timbulnya
fitnah.
(2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut
kepatutan.
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